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ABSTRAK 
 

Pariwisata halal adalah suatu pola pelayanan tambahan terhadap konsumen muslim yang 

melakukan perjalanan wisata ke destinasi pariwisata, baik ke negara mayoritas muslim maupun 

non muslim, dengan demikian tuan rumah yang akan melayani wisatawan muslim sudah 

selayaknya mempersiapkan Amenitas, Aksesibilitas, Atraksi, Awarness dan Affiliation sesuai 

kebutuhan mereka, karena tingkat kebutuhan wisatawan muslim terhadap indikator diatas cukup 

tinggi. 
 

Dewasa ini seluruh destinasi pariwisata dunia memperkuat daya saing agar seluruh pasar 

wisatawan dapat diraih sesuai kebutuhan wisatawan seperti pengemasan paket pariwisata halal, 

ditunjang dengan paradigma pariwisata kekinian menerapkan pariwisata bertanggung jawab, 

berkelanjutan, ketenangan dan spritualitas, hal ini sejalan dengan bunyi pasal 1 Global Code of 

Ethic for Tourism. 
 

Konsep pariwisata halal adalah salah satu wujud penerapan kearifan lokal yang diperknalkan 

oleh masyarakat dan pemangku kepentingan di Nusa Tenggara Barat, sekaligus membentuk 

pembeda dari destinasi pariwisata lainnya di Indonesia yang juga disambut baik oleh 

kementerian pariwisata Republik Indonesia. Olehnya itu diperlukan strategi pemasaran 

pariwisata halal untuk meraih pasar muslim dilakukan sesuai produk wisata berbasis kearifan 

lokal, tanpa mengabaikan kebutuhan pasar konvensional. 
 
Untuk meraih 30 persen dari wisatawan muslim dunia ditahun ini ke Indonesia khususnya Nusa 

Tenggara Barat sebagai daerah tujuan wisata halal pertama di Indonesia, dan utamanya 

wisatawan domestik yang mayoritas muslim, maka diperlukan penguatan tiga aspek yakni 

komitmen shareholder dan stakeholder, memiliki produk pariwisata halal yang berbeda, 

melakukan promosi terintegrasi dengan instansi dan daerah tujuan wisata halal lainnya di 

Indonesia 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 
 
 
 
 
 
 

 

1.1. Latar Belakang 
 

 

Sektor pariwisata memainkan peranan penting dalam ekonomi dunia. Hal ini 

disebabkan karena merupakan salah satu kontributor pertumbuhan lapangan kerja 

dan pertumbuhan ekonomi di negara manapun. Sehingga pariwisata dapat pula 

dipandang sebagai salah satu sumber paling penting bagi Produk Domestik Bruto 

(PDB). Salah satu Industri pariwisata yang paling menjanjikan adalah pariwisata 

halal. Hal ini disebabkan karena sangat menjanjikan dalam peningkatkan 

pendapatan dalam sebuah negara. Hal tersebut, didukung wisata muslim di dunia 

mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Berdasarkan perkiraan pada tahun 

2020 akan mengalami peningkatan para Wisatawan muslim berkunjung sebanyak 

30 persen pada tahun 2020 dan juga meningkatkan nilai pengeluaran hingga 200 

miliar USD(Card, 2016). Untuk mengeksplorasi potensi besar pariwisata halal 

tersebut, banyak negara (baik negara dengan mayoritas muslim maupun non-

muslim) mulai menyediakan produk, fasilitas, dan infrastruktur pariwisata untuk 

memenuhi kebutuhan wisatawan muslim. Namun, masih banyak para pelaku 

bisnis dan pihak yang terlibat di sektor pariwisata terkendala dalam pemahaman 

(baik produk, fasilitas maupun infrastruktur) dari wisata halal tersebut (El-Gohary, 

2016). 



 
 
 

 

Negara yang paling berkonstribusi dalamm ewujudkan pariwisata halal yaitu 

di benua Asia. Hal ini disebabkan karena, benua Asia memiliki tingkat muslim 

yang sangat tinggi apabila dibandingkan dengan negara lain di berbagai benua di 

dunia. Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk mayoritas beragama 

islam. Menurut Badan Pusat Statsitik pada tahun 2010, warga muslim di Indonesa 

sebanyak 87,18%, sedangkan lainnya beragama Kristen (6,96%), Katolik (2,91%,) 

Hindu (1,69), Budha (0,72) dan sisanya menganut agama yang lain (BPS, 2010). 

Potensi ini dimanfatkan Indonesa untuk terus berupaya mengembangkan wisata 

halal (halal tourism). Hal ini didukung oleh kondisi geografis yang sangat 

strategis. Iklim tropis yang dimiliki Indonesia menjadikan Negara ini memiliki 

berbagai kekayaan flora dan fauna. Biodiversitas yang tinggi ini menjadikan 

Indonesia memiliki potensi yang besar sebagai Negara tujuan wisata. Produk 

wisata yang di tawarkan dikelompokkan dalam tiga hal yaitu wisata alam, wisata 

budaya, dan wisatabuatan (Widagdyo, 2015). 

 

Malaysia sebagai Negara anggota OKI merupakan Negara multikultural 

yang terdiri dari tiga budaya besar yaitu Melayu, Cina, dan India. Agama Islam 

menjadi agama resmi sedangkan agama lain seperti Budha, Hindu, dan Kristen 

tetap disambut dengan baik oleh penduduknya. Malaysia menerapkan suatu 

peraturan yang sesuai hukum Islam yang bias diterima oleh warga muslim 

maupun non muslim (Din, 1989). 

 
Pariwisata merupakan sector penyumbang pendapatan terbesar kedua di 

Malaysia (Bhuiyan, Siwar, & Ismail, 2013). Pada awalnya Malaysia berusaha 

menarik wisatawan dari Timur Tengah (Middle East). Namun setelah peristiwa 11 
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September, Malaysia beralih untuk mengambil keuntungan melalui sector pasar 

Muslim (Salman & Hasim, 2012).Maka sejak tragedi 11, Malaysia menjadi 

Negara tujuan terbesar wisatawan muslim (Hamzah, 2004). Hal itu juga 

disebabkan oleh aturan yang ketat di negara-negara barat untuk wisatawan 

muslim, sehingga mereka mengalihkan tujuan perjalanannya kenegara-

negaraTimur (Islamic Tourism Centre, 2015). 

 

Selain itu, singapura sebagainegeri non OKI dengan jumlah mayoritas 

Budha dan islam yang memiliki perhatian lebih terhadap pariwisata halal sehingga 

dapat meraih peringkat 9 menurut Global Muslim Travel Index 2015 bagi negara 

yang merupakan bukan negara anggota organisasi konferensi islam. Negara ini 

sangat memperhatikan fasilitas yang dapat membantu parwisata muslim dalam 

melakukan kegiatan berwisata. Berdasarkna Edward Koh sebagai Direktur 

Eksekutif Dewan Pariwisata Singapura bahwa Badan Sertifikasi Halal Singapura 

sudah banyak menerbitkan sertifikasi makanan halal. Adanya fasiliatas untuk 

wisatawan muslim ini, sekitar 108 wisatawan berkunjung ke singapura denan nilai 

10 persen dari perekonomian dunia senilai 145 miliar dolar Amerika Serikat. Atas 

dasar ini, penelilti tertarik untuk mengangkat judul penelitian yaitu: Prospek 

Pengembangan Pariwisata Halal di Association of Southeast Asian Nations 

(ASEAN). 

 
Sebagai upaya untuk mengembangkan wisata halal (halal tourism), 

Indonesai berusaha meningkatkan keberadaan hotel syariah. Pemerintah melalui 

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia telah membuat 

pedoman penyelenggaraan hotel syariah. Syariah yang dimaksud disini adalah 
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prinsip-prinsip hukum islam sebagaimana yang diatur fatwa dan atau telah 

disetujui oleh Majelis Ulama Idonesia (MUI). Pada tahun 2013, terdapat 37 

hotel syariah yang telah bersertifikat halal dan 150 hotel menuju operasional 

syariah. Terdapat sebanyak 2.916 restoran dan 303 diantaranya telah 

bersertifikasi halal, dan 1.800 sedang mempersiapkan untuk sertifikasi 

(Kementrian Pariwisata, 2015). 

 

Pada umumnya, makanan dan minuman di Indonesia dilakukan sertifikasi 

halal oleh MUI-yang ditandai dengan logo halal resmi pada kemasan makanan 

dan minuman, dan dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pengawas Obat dan 

Makanan (BPOM) sehingga makanan dan minuman yang tersedia di Indonesia 

terjamin kehalalannya bagi wisatawan muslim. Sedangkan wisatawan non-

muslim dapat meyakini bahwa makanan dan minuman tersebut tidak 

mengandung zat berbahaya bagi tubuh, sehingga layak untuk dikonsumsi 

(Jaelani, 2017). 

 

Indonesia melakukan sinergi dengan banyak pihak untuk mengembangkan 

wisata halal (halal tourism), contohnya Kementrian Pariwisata yang melakukan 

kerjasama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) dan Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU). Wujud konkret kerjasama 

tersebut yaitu dengan cara mengembangkan pariwisata serta mengedepankan 

budaya serta nilai-nilai agama yang kemudian akan dituangkan dalam Peraturan 

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Jaelani, 2017). Selain itu juga 

dilakukan pelatihan sumber daya manusia, sosialisasi, dan capacity building. 

Pemerintah juga bekerja sama dengan Perhimpunan Hotel 
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dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk menyediakan penginapan halal dan 

tempat makan yang bisa menyajikan menu makanan halal, dan bekerjasama 

sama juga dengan Association of the Indonesia Tours and Travel (ASITA) 

untuk membuat paket wisata halal ke tempat wisata religi. Walaupun wisata 

halal (halal tourism) tidak hanya terbatas pada wisata religi saja (Kementrian 

Pariwisata, 2015). Kementrian Pariwisata (2019) dalam laporannya mencatat 

bahwa terdapat 10 provinsi yang siap untuk menjadi destinasi wisata halal 

(halal tourism) yaitu Aceh, Banten, Sumatera Barat, Riau, Lampung, DKI 

Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, 

Nusa Tenggara Barat (NTB), danBali. 

 

Berdasarkan hasil penilaian Muslim Travel Index (IMTI) 2019, Nusa 

Tenggara Barat (NTB) kembali terpilih sebagai destinasi wisata halal (halal 

tourism) terbaik di Indonesia dengan nilai skor tertinggi mencapai 70 

mengungguli 10 destinasi lain di Tanah Air. Dalam laporannya menyebutkan, 

10 destinasi wisata halal unggulan Indonesia (Lombok, Aceh, Riau dan 

Kepulauan Riau, Jakarta, Sumatera Barat, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa 

Tengah, JawaTimur (Malang) dan sekitarnya, Sulawesi Selatan dan sekitarnya 

mempunyai nilai rata-rata sebesar 55, tertinggi skor 70 dicapai destinasi 

Lombok, sedangkan skor terendah 33 diperoleh destinasi Sulawesi Selatan 

(Makassar dan sekitarnya). “Hasil IMTI 2019 menunjukkan terjadinya 

peningkatan skor di 10 destinasi wisata unggulan Indonesia. 

 

Ada banyak peluang dalam mengembangkan pariwisata halal di Indonesia 

khususnya Nusa tenggara Barat karena. Diantaranya adalah Daya Tarik 
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Pariwisata yang beragam dan sudah berkembang Muslim-Friendly, begitu pula 

dengan Amenities (Hotel, Restoran, dll.) sudah mulai berkembang. Indonesia 

ikut serta dalam anggota OKI kerja sama dengan organisasi Multinasional, 

sangat berpeluang untuk mengembangkan infra struktur Pariwisata Halal. 

 

Namun dibalik itu semua masih banyak pula terdapat kendala diantaranya 

rendahnya branding dan promosi Indonesia sebagai Muslim Friendly Destination, 

ditambahlagi masih rendahnya jumlah industry pariwisata yang tersertifikasi untuk 

Muslim Friendly Amenities. Dari asal sumber negara negara baik anggota Oki 

maupun Non anggota Oki belum memiliki aksesibilitas yang memadai baik dari 

dan ke kota – kota besar Mancanegara yang dimaksud di atas. 

 

Dari hasil gambaran di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul: Stategi Promosi Pariwisata Halal Indonesia. 

 
 
 
 

1.2. Rumusan Masalah 
 

 

Rumusan masalah penelitian mengenai prospek pengembangan Pariwisata 

Halal dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 
1. Bagaimana gambaran prospek pengembangan pariwisata Halal di Indonesia? 

 

2. Bagaimana strategi Pemasaran pariwisata Halal di Nusa Tenggara Barat? 

 

3. Apa factor pendukung dan penghambat pengembangan pariwisata Halal di 

Nusa Tenggara Barat? 
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1.3. Tujuan Penelitian 
 

 

Konsisten dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk 

menjelaskan: 

 

1. Untuk memotret prospek pengembangan pariwisata Halal di Indonesia. 

 

2. Menghasilkan Strategi pemasaran pariwisata Halal di Nusa Tenggara Barat. 

 

3. Teridentifikasinya factor pendukung dan penghambat pengembangan 

pariwisata Halal di Nusa Tenggara Barat? 

 

 

1.4. Keutamaan (Urgensi) Peneltian 
 

 

Prospek pengembangan pariwisata Halal di Indonesia terkhususNusa 

Tenggara Barat, merupakan fokus dan lokus penelitian yang penting dan menarik. 

Daya tarik ini didasarkan pada kenyataan bahwa pariwisata halal merupakan 

pengengemban gan pariwisata yang sangat diminat oleh para wisatawan yang 

berkunjung. Hal inidi sebabkan karena setiap pelayanan yang diberikan dalam 

menyediakan pariwisata akan memberikan kenyamanan dalam menikmati setiap 

objek pariwisata yang disajikan. Penelitian ini memengaruhi titik awal dari 

penyusunan disain strategi usaha kreatif-inovatif- bernilai dalam pengembangan 

pariwisata. 
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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 
 

 

2.1. Konsep Pariwisata Halal 
 

 

Di negara-negara berbahasa Arab, kata Halal digunakan untuk merujuk pada apa  

pun  yang  diizinkan  oleh  Syariah  karena  kata  dalam  bahasa  Arab  berarti 

"halal" atau "diizinkan." Sementara kata Haram, di sisi lain, digunakan untuk 

merujuk pada berlawanan dengan arti halal (M. Battour, Ismail, & Battor, 2011). 

Sebagian besar Muslim sebagai kelompok agama lain ingin mengetahui apakah 

yang mereka lakukan diizinkan oleh Tuhan (Halal) atau tidak (Haram). Berikut ini 

adalah beberapa ayat Alquran yang dikutip dari bab-bab yang disebutkan dalam 

tanda  kurung  yang  mendukung  perjalanan  untuk  mencapai  manfaat  spiritual, 

sosial dan fisik. Al-Imran (Amram): 137; Al-An'am (Ternak): 11; Al-Nahl (The 

Bee): 36; Al-Naml (The Ant): 69; Al-'Ankaboot (The Spider): 20; Al-Room (The 

Romans): 42/9; Saba '(Sheba): 18; Yousuf (Joseph): 109; Al-Hajj (Ziarah): 46; 

Faater (Pemrakarsa): 44; Ghafer (Pengampun): 82/21; Muhammad: 10; Younus 

(Jonah): 22; dan Al-Mulk (Raja): 15 '(Yusuf Ali, 2005). Dari ayat-ayat ini kita 

dapat menyimpulkan bahwa penyerahan diri yang lebih lengkap kepada Tuhan 

dimungkinkan dengan melihat secara visual keindahan dan ledakan ciptaan-Nya; 

juga menggenggam kecilnya manusia menekankan kebesaran Tuhan (Arasteh & 

Eilami,  2011).  Manfaat  lain  dari  perjalanan  yang  ditemukan  dalam  Al-Quran 

adalah dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, mengurangi stres dan 8 



 
 
 

 

memungkinkan umat Islam untuk beribadah dan melayani Tuhan dengan lebih 

baik. Ini mengarah pada mendapatkan lebih banyak pengetahuan dan menguji 

kesabaran dan ketekunan seseorang (Zamani‐Farahani & Henderson, 2010). Lalu 

apa itu pariwisata halal? Tabel 2.1 berikut ini akan memberikan beberapa definisi 

pariwisata Islam yang ditemukan dalam literatur. 
 

 

Tabel 2. 1 Definisi Sebelumnya tentang Wisata Islam 
 

Penulis   Definisi   
  

(Henderson, 2010) Semua pengembangan produk dan upaya pemasaran dirancang untuk 

 dan  diarahkan  pada  umat  Islam.  Motivasi  tidak  selalu  atau 

 seluruhnya  bersifat  religius.  Peserta  dapat  mengejar  pengalaman 

 liburan yang serupa dengan non-Muslim, meskipun dalam parameter 

 yang ditetapkan oleh Islam, dan tujuan belum tentu lokasi di mana 

 Syariah atau hukum Islam penuh diberlakukan.  

  

(Al-Hamarneh, 
Konsep ekonomi untuk pariwisata Islam adalah konsep perluasan 

      

2008) 
dan  perluasan  yang  berfokus  pada  pentingnya  pariwisata  intra- 

      

 Muslim dan intra-Arab dalam hal dimasukkannya pasar wisata baru 

 dan tujuan wisata. Konsep budaya untuk wisata Islam mencakup visi 

 dan ide yang menguraikan dimasukkannya situs agama-budaya Islam 

 dalam   program   pariwisata   dengan   elemen   “pedagogis”   dan 

 membangun rasa percaya diri.    

 Konsep   religius-konservatif   untuk   pariwisata   Islam   belum 

 diartikulasikan secara teoritis. Tetapi berbagai  pendapat dan 

 komentar  dalam diskusi tentang masa depan  pariwisata  di dunia 

       

  9     



 
 
 
 

 Arab   dan   Islam   serta   beberapa   praktik   manajemen   hotel 

 menunjukkan  bahwa  artikulasi  dan  implementasi  hanya  masalah 

 waktu. 

  

(Henderson, 2009) 
Pariwisata  terutama  oleh  Muslim,  meskipun  dapat  meluas  ke 

 

 orang-orang kafir yang termotivasi untuk melakukan perjalanan 

 dengan Islam, yang terjadi di dunia Muslim. 

  

(Henderson, Konsep  wisata  Islam  tidak  terbatas  pada  wisata  religi,  tetapi 

2009) meluas  ke  semua  bentuk  pariwisata  kecuali  yang  bertentangan 

 dengan nilai-nilai Islam. 

  

(Hassan, 2004) Pariwisata Islam berarti dimensi etis baru dalam pariwisata. Ini 

 berarti  nilai-nilai  yang  secara  umum  diterima  sebagai  standar 

 moralitas  dan  kesopanan  yang  tinggi.  Itu  juga  berdiri  untuk 

 menghormati  kepercayaan  dan  tradisi  lokal,  serta  kepedulian 

 terhadap  lingkungan.  Ini  mewakili  pandangan  baru  tentang 

 kehidupan dan masyarakat. Ini membawa kembali nilai-nilai ke 

 panggung  sentral  di  zaman  di  mana  konsumerisme  marak  dan 

 segala  sesuatu  tersedia  untuk  digunakan  dan  disalahgunakan 

 dengan cara yang paling egois. Ini juga mendorong pemahaman 

 dan dialog antara berbagai negara dan peradaban serta upaya untuk 

 mencari  tahu  tentang  latar  belakang  berbagai  masyarakat  dan 

 warisan. 
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(Hassan, 2007) Dalam   arti   sempitnya,   itu   bisa   berarti   "Wisata   Religius" 

 (Mengunjungi kuil di seluruh Dunia Islam). Tetapi dalam arti luas, 

 itu  adalah  jenis  pariwisata  yang  menganut  nilai-nilai  Islam. 

 Sebagian besar nilai-nilai ini dibagikan dengan keyakinan agama 

 dan non-agama lainnya (misalnya kode etik yang dipromosikan 

 oleh  Organisasi  Pariwisata  Dunia).  Ini  menuntut  penghormatan 

 terhadap  masyarakat  lokal  dan  lingkungan  setempat,  memberi 

 manfaat bagi penduduk setempat, kesopanan dan belajar tentang 

 budaya lain. 

  

(Doğan, 2011) Pariwisata Islami mencakup kegiatan pariwisata oleh umat Islam di 

 tujuan pantai  untuk tujuan relaksasi dan hiburan di  perusahaan 

 perhotelan yang menerapkan prinsip-prinsip Islam. 

  

Duman (2011) Kegiatan pariwisata oleh umat Islam yang berasal dari motivasi 

 Islam dan diwujudkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

  
 

Source: (Seri Pacific Hotel & Duman, 2011) 
 

 

Untuk penelitian ini kita akan menggunakan definisi Duman (2011) sebagai 

definisi operasional kami dan itu adalah pariwisata Islam (Wisata Halal) adalah 

kegiatan pariwisata oleh umat Islam yang berasal dari motivasi Islam dan 

diwujudkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

 

Syariah adalah kata Arab yang berarti jalan harus diikuti oleh umat Islam 

(Doi & Clarke, 1984). Selain itu, Syariah juga berarti totalitas perintah Allah yang 

mengatur kehidupan bagi setiap Muslim dalam segala aspek. Syariah memiliki 

dua sumber utama dan mereka adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad(M. 
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M. Battour, Ismail, & Battor, 2010). Namun ada sumber sekunder lain dari 

Syariah seperti Ijma (konsensus), Qiyas (deduksi analogi), Ijtihad (penalaran 

pribadi), dan Maslaha (kepentingan publik). (Muhamad Hashim & Mizerski, 

2010) membagi Syariah ke Quran, Sunnah, Ijma, dan Ijtihad. 

 

Apa halal dapat menjadi penghalang oleh Syariah, yang mengacu pada 

seperangkat aturan dan peraturan ilahi yang harus diterapkan oleh para pengikut 

agama dalam interaksi mereka dengan semua makhluk di dunia ini dan segala hal 

yang menghadapi kehidupan sehari-hari mereka. Aturan dan peraturan ini 

didasarkan pada Alquran, Hadis dan ulama Muslim. Para sarjana ini hidup di 

masa yang berbeda dan menghadapi keadaan yang berbeda, dan oleh karena itu 

pendapat mereka dapat berbeda dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama dan 

beberapa dari mereka lebih ketat daripada yang lain (Battour, Ismail, dan Battor 

2010). Oleh karena itu kami percaya bahwa pariwisata bukan pengecualian dan 

Muslim akan memahami dan menafsirkan arti halal berkaitan dengan pariwisata 

secara berbeda. 

 
Selanjutnya, halal juga dapat ditentukan oleh konteks sosial yang lebih luas 

yang telah dicontohkan oleh (Abdullah, 2004). Dia berpendapat bahwa batas-batas 

kategori halal dan haram ditentukan oleh faktor sosial dan budaya sebagai 

pertimbangan agama. Dalam studinya yang berfokus pada keluarga Muslim di 

Singapura, Abdullah menyatakan bahwa apa yang dianggap halal atau haram 

mungkin berbeda antara anggota keluarga dan yang bahkan dapat berubah 

sepanjang masa hidup satu orang. Misalnya, Abdullah mewawancarai pasangan 

yang sudah menikah di mana suaminya minum alkohol tetapi bukan istrinya; 
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Namun tidak ada yang menganggap minum alkohol haram. Bagi mereka minum 

sedikit alkohol yang tidak membuat mereka mabuk bukanlah haram. Ketika putri 

mereka diwawancarai secara terpisah, dia menjelaskan hal itu selama tiga belas 

tahun, dan ketika dia menikah dengan seorang pria Kristen Cina, dia tidak 

menganggap makan daging babi selama festival sebagai haram. Namun, 

pendapatnya ini telah berubah setelah perceraiannya dan sekarang dia 

menganggap makan daging babi sebagai haram. Jelas bahwa bagi para peserta 

dari keluarga yang sama ini, pemahaman tentang kategori halal dan haram 

dipengaruhi oleh faktor-faktor selain faktor agama. Dari dua wawancara ini kita 

juga dapat mengatakan bahwa makna halal bervariasi tidak hanya dari satu 

keluarga ke keluarga lain, tetapi orang-orang di dalam keluarga yang sama dapat 

menafsirkan makna halal secara berbeda. Dengan ini dikatakan, sangat penting 

dalam penelitian ini bahwa kita tahu bagaimana agama orang itu untuk melihat 

bagaimana hal itu dapat mempengaruhi interpretasinya dari kata "halal" dan 

akhirnya akan mempengaruhi perilakunya ketika memutuskan untuk memilih 

pariwisata halal daripada pariwisata tradisional. 

 

 

2.2. Kriteria dan Pengukuran Pariwisata Halal 
 

 

Pengembangan pariwista halal harus berdasarkan ketentuan syariah 

sebagaimana diatur dalam Al-Qur’an dan ajaran Rasulullah. Secara teknis, 

terdapat kriteria khusus yang harus diperhatikan dan disediakan dalam suatu 

destinasi wisata mengikuti ketentuan syariah tersebut. Kriteria khusus tersebut 
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merupakan kebutuhan utama yang dibutuhkan oleh wisatawan Muslim, yakni 

(Mastercard-Crescentrating, 2018): 

 

1. Makanan halal. Makanan halal yang tepat dan mudah diidentifikasi 

merupakan pelayanan tambahan yang paling penting ketika Muslim 

melakukan perjalanan. 

 
2. Fasilitas sholat. Sholat adalah ibadah utama dan yang kedua dari lima 

rukun Islam. Ruangan sholat yang memadai perlu disediakan dalam 

pelayanan dan fasilitas tambahan seperti fasilitas “cuci kaki” untuk 

berwudlu wisatawan Muslim. 

 
3. Layanan Ramadhan. Wisatawan Muslim memiliki kebutuhan khusus 

selama bulan puasa seperti katering untuk sahur. 

 
4. Kamar kecil yang ramah air. Air memainkan peranan penting untuk 

kebersihan dan kesucian bagi umat Islam, oleh karena itu kebutuhan air 

bersih di toilet perlu diperhatikan. 

 
5. Tidak ada kegiatan Haram. Wisatawan muslim lebih suka menghindari 

fasilitas yang menyediakan alkohol, diskotik atau berdekatan dengan 

tempat perjudian. 

 
6. Fasilitas & layanan rekreasi pribadi. Beberapa wisatawan Muslim mencari 

rekreasi dengan fasilitas yang memberikan ruang privasi untuk pria dan 

wanita seperti kolam renang dan pusat kebugaran terpisah. 

 

 

Sementara itu, Chanin et al. (dalam Budiman et al., 2019) menggambarkan 

beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh industri halal yang meliputi: 
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(1) Seni pertunjukan bagi wisatawan tidak boleh bertentangan dengan 

Syariah; 

 
(2) Ruang ibadah harus disediakan, termasuk dengan fasilitas bersuci dan 

penunjuk arah kiblat; 

 
(3) Kamar mandi atau toilet terpisah untuk pria dan wanita seharusnya 

disediakan dalam kondisi bersih; 

 
(4) Restoran halal seharusnya tersedia di tujuan wisata; 

 

(5) Rambu-rambu dan informasi tentang tur harus disediakan, keduanya dalam 

bahasa Inggris dan Arab; 

 
(6) Keamanan dan ketertiban di setiap pertunjukan dan tujuan wisata harus 

dijamin; 

 
(7) Terapis khusus untuk pria dan wanita harus tersedia di masing-masing spa; 

 

(8) Pengendara harus menjalankan tugasnya secara tertib dan hati-hati. 
 

 

Dari segi adminnistrasi dan pengelolaanya, pariwisata halal di bagi 

menjadi beberapa karakteristik, yakni (Chukaew, 2015): 

 

(1) Pelayanan yang diberika haruslah sesuai dengan prinsip muslim secara 

menyeluruh; 

 
(2) Staf dan pemamdu memiliki disiplin dan menghormato prinsip Islam; 

 

(3) Pemandu wisata mengatur kegiatan yang dilakukan agar tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam; 

 
(4) Bangunan penunjang pariwisata harus sesuai dengan prinsip Islam; 
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(5) Restoran harus sesuai dengan standar pelayanan halal internasional; 

 

(6) Sistem transportasi harus memiliki system proteksi untuk layanannya; 

 

(7) Terdapatnya tempat-tempat yang digunakan oleh wisatawan Muslim 

dalam melakukan kegiatan keagamaan. 

Dari karakter tersebut di atas, dijabarkan oleh Nugraha (2018) menjadi empat 

aspek penting yang harus menjadi perhatian dalam menunjang suatu pariwisata 

halal, yakni: 

 

1. Lokasi: Penerapan system Islami di area pariwisata, sepertii tempat wisata 

yang sesuai dengan kaidah Islam dan dapat meningkatkan nilai-nilai 

spiritual wisatawan. 

 
2. Transportasi: adanya pemisahan tempat duduk antara laki-laki dan wanita 

yang bukan mahram sehingga tetap berjjalannya syariat Islam dan 

terjaganya kenyamanan antar wisatawan. 

 
3. Konsumsi: Sesuai dengan Q.S Al-Maidah Ayat 3, maka makanan yang 

disediakan haruslah terjamin dari segi kehalalannya, baik dari sifat, cara 

memperoleh maupun pengolahannya. 

 

Hotel: Seluruh fasilitas maupun pelayanan yang disediakan berjalan sesuai 

dengan prinsip-prinsip Islam, bukan saja dari segi minuman yang disajikan tetau 

juga fasilitas lainnya yakni spa, gym, kolam renang, ruang tamy, dan fungsional 

laki-laki dan wanita yang bukan mahram sebaiknya terpisah. 
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2.3. Pasar Pariwisata Halal 
 

 

Ada beberapa ambiguitas definis tentang frasa pariwisata halal dan 

pariwisata Islam (Abdullah, 2004; Neveu, 2010), sering digunakan secara 

bergantian, tetapi umumnya merujuk pada perjalanan yang dilakukan oleh umat 

Islam yang berupaya mematuhi prinsip-prinsip agama. dan praktik ketika jauh dari 

rumah (Carboni, Perelli, & Sistu, 2014; Henderson, 2009). Ziarah haji adalah 

salah satu pilar Islam dan jutaan orang memasuki Arab Saudi untuk 

menyelesaikannya dan terlibat dalam perjalanan yang diilhami oleh agama yang 

dikenal sebagai umrah (Eickelman & Piscatori, 1990). Motivasi yang mendasari 

perjalanan lain belum tentu bersifat spiritual, namun ada keinginan untuk 

berperilaku dengan cara yang dianggap diizinkan, atau halal, sesuai dengan 

hukum syariah yang terutama berasal dari interpretasi buku suci Al-Quran dan 

Sunnah atau kehidupan , tindakan dan ajaran Nabi Muhammad SAW dicatat 

dalam buku-buku Hadis. Namun, istilah seperti pariwisata halal menyiratkan 

keseragaman yang dapat menyesatkan. Tingkat religiusitas dan kemauan untuk 

mengabaikan striktur Islam akan bervariasi di dan di dalam komunitas 

Muslim(Mukhtar & Mohsin Butt, 2012; Zamani‐Farahani & Henderson, 2010). 

Ada juga kenyataan praktis yang harus dihadapi ketika bepergian yang mungkin 

menyulitkan untuk mempertahankan rutinitas sehari-hari yang meliputi doa dan 

rezim diet. 

 

Namun demikian, populasi Muslim dunia secara keseluruhan adalah besar 

dan tumbuh dengan perkiraan 1,6 miliar pada 2010 yang diproyeksikan mencapai 

2,2 miliar pada 2030 atau 26,4% dari total global (Pew Research, 2011). Muslim 
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diakui sebagai kekuatan komersial yang kuat secara umum (Halal Focus, 2015a) 

dan oleh industri pariwisata dan perhotelan khususnya, dihitung untuk 

menghasilkan US $ 140 miliar untuk yang terakhir pada tahun 2013 (World 

Travel and Tourism Council, 2014). Pasar relatif muda dan semakin berkembang 

dan destinasi rekreasi populer termasuk Malaysia, Turki, dan Uni Emirat Arab 

(UEA) diikuti oleh Singapura, Rusia, Cina, Prancis, Thailand, dan Italia 

(DinarStandard, 2013). Jumlah agen perjalanan spesialis dan operator tur 

berkembang, bersama dengan upaya menerapkan konsep akomodasi yang sesuai 

syariah (Henderson, 2010a; The Star, 2014), dan perusahaan besar seperti Kuoni 

sedang menjajaki peluang (TTG Asia, 2015) . Apresiasi karakteristik dan 

preferensi yang berbeda sangat penting dan konsumsi bahan makanan resmi 

merupakan pertimbangan utama (Regenstein, Choudry, & Regenstein, 2003). 

Fitur penting lain dari diet Muslim adalah selama bulan suci Ramadhan ketika 

makanan dan cairan hilang di siang hari di puasa yang dipatahkan oleh makanan 

berbuka puasa, biasanya jamuan makan (Stephenson, 2014). 

 

Aturan diet jelas memiliki implikasi bagi wisatawan dan penyedia layanan 

Muslim, terutama di tempat-tempat di mana Islam bukan agama utama. Bahkan di 

dunia Muslim, ada variasi dalam ketatnya penegakan hukum Islam; negara-negara 

seperti Indonesia, Malaysia, Turki dan UEA relatif santai dan berusaha untuk 

mengakomodasi tamu Muslim dan non-Muslim (Henderson, 2008). Penelitian 

tentang signifikansi yang melekat pada makanan halal oleh wisatawan Muslim 

terbatas (Bon & Hussain, 2010; Wan Hassan & Hall, 2003), tetapi survei yang 

telah dilakukan menunjukkan bahwa itu adalah prioritas dan sering kali 
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kecemasan (Halal Focus, 2013; Poon & Yong, 2011) sebagaimana untuk 

penduduk Muslim (Battour, Ismail, & Battor, 2011; Nasir & Pereira, 2008). 

Industri pariwisata di tujuan yang bercita-cita untuk menarik pasar ini dengan 

demikian disarankan untuk membiasakan diri dengan kebiasaan makanan Muslim, 

di samping kebiasaan dan norma lainnya, dan berusaha untuk memastikan 

penyediaan yang tepat (Battour et al., 2011; Weidenfeld & Ron, 2008). Akan 

tetapi, konsumen Muslim yang puas dipersulit oleh kualitas khusus makanan 

halal. 

 

2.4. Pemasaran Pariwisata 
 

 

Kotler (2001) menyebutkan pemasaran sebagai suatu proses sosial dan 

manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan 

nilai dengan orang lain. 

 

Sementara itu, Pawitra (2001:264-265) menjelaskan pemasaran adalah 

adanya pertukaran barang dengan barang, barang dengan jasa, atau jasa dengan 

jasa dari satu pihak dengan pihak lain, baik yang sifatnya terbatas maupun luas 

dan kompleks. Pertukaran terbatas hanya terdiri atas dua pihak saja, sedangkan 

pertukaran yang luas bisa melibatkan lebih dari dua pihak, yaitu bukan hanya 

pihak pembeli dan penjual saja, akan tetapi melibatkan pihak lain yang tidak 

secara langsung bertemu dengan konsumen. Bogozzi dalam Pawitra (2001) 
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menggambarkan bahwa proses pertukaran yang kompleks melibatkan beberapa 

pihak yang tidak secara langsung saling terkait. 

 

Lebih jelasnya proses pertukaran dapat dilihat pada bagan berikut: 
 

 

Proses Pertukaran 
 

 

Hiburan, kenikmatan, informasi produk dll.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 1. Model pertukaran dalam suatu pemasaran 

 

(Sumber: diadaptasi dari model pertukaran kompleks Richard P. Bogozzi dalam 

Pawitra, 2001). 

 

Pemasaran pariwisata (tourism marketing) adalah suatu sistim dan 

koordinasi yang dilaksanakan sebagai suatu kebijakan bagi perusahaan-

perusahaan yang bergerak di bidang kepariwisataan, baik milik swasta maupun 

pemerintah, dalam ruang lingkup lokal, regional, nasional dan internasional untuk 

dapat mencapai kepuasan wisatawan dengan memperoleh keuntungan yang wajar 
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(Yoety 1990:30). 
 

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemasaran pariwisata 

merupakan keseluruhan aktivitas yang diarahkan untuk memberikan informasi 

kepada konsumen yang bertujuan untuk memuaskan keinginan wisatawan sebagai 

konsumen. Untuk melaksanakan kegiatan ini perlu disusun suatu strategi 

pemasaran yang diarahkan pada usaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 

wisatawan, khususnya pada target wisata yang akan dilayani. 

 

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk mempengaruhi calon 

wisatawan agar mau memanfaatkan produk pariwisata yang ditawarkan adalah 

sebagai berikut: 

 

b. Menawarkan produk pariwisata yang bernilai, yaitu memiliki keunggulan 

kualitas dan pelayanan produknya (produck). 

 
c. Menerapkan harga produk pariwisata yang wajar, dalam arti ada kesamaan 

manfaat antara penjual dan pembeli (price). 

 
d. Mengupayakan terjalinnya komunikasi dengan calon pembeli melalui usaha 

promosi untuk meyakinkan akan manfaat dan kualitas produk pariwisata yang 

ditawarkan kepada target pasar yang dilayani (promotion). 

 
e. Menciptakan model saluran distribusi penjualan produk pariwisata yang 

mampu menjamin ketersediaannya dalam berbagai situasi (distribution) 

 
f. Pemasaran produk pariwisata berorientasi pada wisatawan, yaitu dalam 

penyiapan produk pariwisata yang akan ditawarkan kepada konsumen, 

senantiasa memperhatikan motivasi dan kepuasan wisatawan. Kata kuncinya 
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adalah “apa yang diminati dan diinginkan calon wisatawan?” bukan kata-kata 

 

“apa yang kita miliki untuk dijual? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

22 



 
 
 
 

BAB III 

 

METODE PENELITIAN 
 
 
 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian Kualitatif. Penelitian ini 

adalah penelitian yang dirancang untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi 

dan mengetahui realitas yang terjadi dilapangan.(Creswell & Creswell, 2017). Ini 

adalah proses yang sangat fleksibel dan terbuka dan penelitian eksplorasi 

dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang sesuatu. 

 

 

3.1. Jenis dan Sumber Data 
 

 

3.1.1. Data Primer 
 
 

Data dan informasi faktual yang diperoleh secara langsung dari lapangan, 

baik melalui individu maupun wakil dari setiap negara, untuk mengetahui 

pengembangan pariwisata halal Nusa Tenggara Barat. Data primer yang 

dibutuhkan juga mencakup hasil penelusuran fakta dan informasi yang teramati 

menyangkut jawaban tujuan penelitian. 

 

3.1.2. Data Sekunder 
 
 

Data kuantitatif dan informasi faktual yang diperoleh dari dokumen yang 

tersedia pada setiapnegara yang dikunjungi. Data sekunder bersifat kuantitatif 

meliputi semua indikator pengembangan Pariwisata Halal, serta data sekunder 

yang diperoleh melalui publikasi atau laporan penelitian, dan sumber-sumber lain 

yang mendukung. Secara lengkap. 
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3.2. Teknik Pengumpulan Data 
 

 

Pengumpulan data primer dan sekunder penelitian inidilakukan dengan 

menggunakan teknik berikut. 

 

3.2.1. Teknik Observasi 
 
 

Teknik pengamatan digunakan dengan cara melakukan pengamatan, 

identifikasi dan pencatatan ketepatan (kualitas, kuantitas) dan kesesuaian data 

mengenai semua item dalam focus penelitian. 

 

3.2.2. Teknik Wawancara 
 
 

Teknik interviu digunakan untuk memperoleh informasi faktual dari 

pemangku kepentingan (stakeholder) selaku aktor dalam pengembangan 

pariwisata halal. Wawancara dilakukan oleh peneliti terhadap sejumlah informan 

kunci dan informan pada umumnya hingga diperoleh data yang lengkap untuk 

dianalisis dan diinterpretasikan. 

 

3.2.3. Teknik Diskusi Kelompok Terfokus (Focused Group Discussion, 

 

disingkat FGD). 

 

Melalui teknik diskusi kelompok terpumpun ini dibuat dan dikembangkan 

“panduan diskusi” yang memuat tema penting yang didiskusikan terkait dengan 

fokus dan deskripsi fokus (variabel, indikator) penelitian. 
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3.3. Teknik Analisis Data 
 
 
 

Teknik analisis yang digunakan sesuai karakteristik setiap tujuan 

penelitian, yaitu menggunakan analisis teknik model interaktif (interactive model) 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Milles, Huberman dan Saldana (2014). 

Model interaktif meliputi komponen-komponen utama yaitu: tahap reduksi data 

(data reduction), sajian data (data display) serta penarikan kesimpulan (drawing). 

Jadi analisis data kualitatif lebih bersifat seni, dan menekankan intuisi peneliti. 

Selanjutnya Miles, Huberman, & Saldana (2014), memberi petunjuk secara umum 

langkah-langkah dalam analisis data kualitatif, yaitu melalui proses “data 

reduction”, data display” dan “conclusion/verification”. Hubungan ketiga langkah 

tersebut bersifat interaktif, yang dapat digambarkan 3.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 2. Komponen dan Analisis Data, Model Interaktif 
 

(Sumber: Miles, Huberman dan Saldana, 2014) 
 
 
 
 
 

Berdasarkan gambar 2, analisis data yang dilakukan mengikuti langkah-

langkah sebagai berikut: 
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a. Kondensasi Data (Data Condensation) 
 

 

Deskripsi data dari observasi dan wawancara, serta penelusuran dokumen 

kepada berbagai sumber, menghasilkan data yang cukup banyak, bervariasi, 

dan data tersebut semakin banyak bila waktu penelitian bertambah. Data dari 

berbagai sumber tersebut ada yang sama, ada yang sejenis, tetapi ada pula yang 

berbeda; ada yang penting dan ada pula yang tidak penting. Dalam tahap 

kondensasi ini, peneliti mengkategorikan dan mengelompokkan data yang lebih 

penting, yang bermakna, dan yang relevan dengan tujuan penelitian. 

Kondensasi data ini, gambaran hasil penelitian diharapkan dapat menjadi lebih 

jelas. 

 

b. Koleksi Data (Data Collection) 
 

 

Data mentah yang telah ada, maka langkah selanjutnya harus dikoleksi 

sehingga data dapat tertata rapih pada saat dibutuhkan. Selain itu, akan 

membantu dalam proses selanjutnya seperti menganalisis data yang ada sampai 

pada penarikan kesimpulan. 

 

c. Penyajian Data (Data display) 
 

 

Data yang terkumpul segera direduksi. Setelah reduksi data dilakukan, data 

tersebut disajikan (display) agar mudah dipahami baik oleh diri sendiri maupun 

oleh orang lain. Data disajikan dalam bentuk, Gambar dan Tabel. Analisis data 

kualitatif dilakukan sejak awal penelitian, sebagaimana yang dinyatakan oleh 

(Nasution, 1988), bahwa penelitian kualitatif, analisis data harus dilakukan 
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sejak awal. Data yang diperoleh dari lapangan segera harus dituangkan dalam 

bentuk tulisan dan dianalisis. Macam-macam cara dapat diikuti. Tidak ada 

suatu cara tertentu yang dapat dijadikan pegangan bagi semua penelitian. 

 

d. Kesimpulan: Verifikasi (Conclusions: Drawing/Verifing) 
 

 

Berdasarkan data dan informasi yang disajikan, peneliti membuat kesimpulan 

hasil penelitian sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Data dan 

informasi yang tidak lengkap, bertentangan atau meragukan telah diverifikasi 

dengan data collection dan proses data Condensation termasuk mencermati 

penyajian data (data display) yang dilakukan pada tahap sebelumnya. 
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BAB IV 

 

PEMBAHASAN 
 
 
 

4.1. Amenitas 
 

 

Amenitas merupakan seluruh fasilitas pendukung yang digunakan dalam 

memenuhi kebutuhan pariwisata, seperti kebutuhan akan akomodasi, makanan 

dan minuman, tempat hiburan, tempat berbelanja serta fasilitas pendukung lainnya 

(Sugiama, 2011; dama Khotimah, Wipolo, & Hakim, 2017; Rabbaniya, 2019). 

Dalam industry pariwisata, amenitas dapat mempengaruhi jumlah kunjungan ke 

suatu destinasi, (Khotimah, Wipolo, & Hakim, 217; Rabbaniya, 2019), karena 

amenitas memiliki elemen sekunder, yakni fasilitas dan pelayanan pendukung 

selama wisatawan berada di suatu destinasi yang berupa hotel, catering outlet-

outlet maupun fasilitas berbelanja yang memberikan pengalaman tersendiri bagi 

pengunjung tersebut (Rabbaniya, 2019). 

 

Amenitas memiliki peranan yang penting dalam pengembangan pariwisata 

halal di suatu daerah.Crescent Rating (2019) menemukan bahwa , kebutuhan 

utama dari wisatawan muslim adalah ketersediaan makanan halal dan fasilitas 

ibadah, sedangkan pelayanan utama yang dibutuhkan wisatawan muslim adalah 

adanya hotel dan airport. Dan, kebutuhan akan amenitas halal ini berkembang dari 

waktu ke waktu seperti yang dicantumkan pada Tabel 1. 

 
 

 

28 



 
 
 

 

Tabel 4. 1 Tingkat Kebutuhan wisatawan muslim terhadap amenitas 

yang ada di suatu destinasi 
 

Tingkat kebutuhan  2009  2019 

     
Sangat Penting • Makanan Halal • Makanan Halal 

 • Fasilitas Ibadah • Fasilitas Ibadah 

   •  Air bersih untuk bersuci 

   • Penerimaan adanya 

    kegiatan keagamaan 
     

Penting • Air bersih untuk bersuci • Permasalahan social 

 • Fasilitas dan pelayanan di • Fasilitas dan pelayanan di 

  bulan Ramadhan  bulan Ramadhan 

   • Pengalaman dengan warga 

    Muslim local 
     

Cukup penting • Tidak ada kegiatan non- • Tidak ada kegiatan non- 

  Halal  Halal 

 • Tempat rekreasi untuk • Tempat rekreasi untuk 

  kebutuhan pribadi  kebutuhan pribadi 
      
Sumber: CrescenRating 2019 

 
 
 
 
 
 

Tabel 4.1 menjelaskan bahwa tingkat kebutuhan wisatawan Muslim terhadap air 

bersih menjadi sangat penting dibandingkan sepuluh tahun sebelumnya. Hal ini 

dikarenakan jumlah wisatawan Muslim yang berkunjung semakin meningkat 

yakni dari 1.1 juta (tahun 1990) menjadi 1.8 juta (tahun 2018) (CrescentRating, 

2019), maupun kondisi lingkungan yang sudah semakin berubah dan permasalah 

krisis air bersih dari waktu ke waktu yang semakin meningkat di beberapa 

destinasi wisata (The ASEAN Post, 25 Juli 2018; International Tourism 

Partnership, 2018; Global Sustainable Tourism Council (GSTC), 2017; Medium, 

5 Juli 2017). 
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4.1.1. Amenitas: Hotel Syariah 

 

4.1.1.1. Perkembangan Hotel Syariah dalam Pariwisata Halal di Indonesia 
 

 

Dalam konsep pariwisata Halal, salah satu jenis amenitas yang penting 

adalah hotel Syariah. Hotel syariah adalah hotel yang memilikii fasilitas dan 

pelayanan yang mengikuti nilai dan prinsip syariah atau ajaran Islam. Hotel 

syariah tidak memiliki pelayanan dan fasilitas yang bertentangan dengan ajaran 

Islam (non Halal activities), seperti: perjudian, narkoba, minuman keras dan 

perzinahan (Baharuddin & Al-Hasan, 2018). Menurut Sabri (2010), Hotel Syariah 

i merupakan akomodasi yang memiliki pelayanan tambahan yang dapat 

meningkatkan karakter luhur dan kualitas moral para wisatawan. 

 

Beberapa di antara kaidah dan bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip 

Islam yang dipraktikkan dalam pengelolaan hotel syariah, yakni (Baharuddin & 

Al-Hasan, 2018): 

 

- Setiap staf harus amanah dalam melaksnakan pekerjaannya, 
 

- Tidak ditemukan adanya tindak kecurangan apapun kepada tamu, 
 

- Tidak ditemukan adanya kegiatan korupsi atau pun merampas hak orang lain, 
 

- Tidak ditemukan adanya tidakan lainnya yang merugikan tamu seperti 

penipuan, sumpah palsu, berbohong, dan menggibah, 

 
- Memberikan pelayanan yang optimal bedasarakan pada extended services of 

conditions. 

 

Keberadaan hotel syariah ini disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan muslim 

 

yang  dikenal  dengan  istilah  extended  services,  namun  keberadaannya  tidak 
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melakukan benchmark terhadap peraturan, standar maupun undang-undang. 

Adapun extended service yang dimaksud adalah penyediaan makanan halal, 

fasilitas yang memudahkan wisatawan muslim dan melakukan pemisahan 

terhadap usaha yang dilarang dalam ketentuan Islam untuk para tamu Musilim 

yang ada di hotel tersebut. 

 

Ditinjau dari perkembangan hotel saat ini, di Indonesia telah banyak 

berkembang property hotel syariah, dikarenakan meningktanya kecenderungan 

masyarakat lokal maupun pelanggan luar negeri yang mulai menanamkan gaya 

hidup halal (halal lifestyle). Akan tetapi jika dilihat dari segi fasilitas yang ada 

dalam hotel tersebut, pengamat property, hotel syariah di Indonesia masih kurang 

untuk kontribusi profitnya dikarenakan pasar dari hotel tersebut pemasarannya 

masih di level menengah ke bawah (Ariyani, 2016). 

 

4.1.1.2.  Sharia Compliance pada Hotel 
 

 

Sharia compliance merupakan factor yang menurut Battour (2015) 

mempengaruhi tingkat kepuasan dari wisatawan muslim. Hal ini didukung oleh 

penjelasan dari Din (1989) yang menyatakan bahwa sharia compliance adalah 

kebutuhan khusus bagi wisatawan muslim yang harus dipenuhi penyelenggara 

pariwisata untuk kepuasan wisatawan muslim. Kebutuhan khusus tersebut 

dipaparkan oleh Sripsasert (2014) seperti makanan halal, alat kiblat dan 

sebagainya. Melihat pentingnya sharia compliance maka penyedia jasa pariwisata 

harus p mengupayakan ketersedianya variable tersebut pada suatu hotel demi 
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mengoptimalkan pelayanan terhadap pengunjung muslim yang diwujudkan dalam 

extended sevices pada hotel-hotel pada umumnya (Battour, 2015). 

 

Berdasarkan dari Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 108/DSN-

MUI/X/2016 tentang Pelaksanaan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, maka 

diuraikan sebagai berikut : 

 

a) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan 

tindakan asusila; 

 
b) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah 

pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan tindak asusula; 

 
c) Makanan dan minuman yang disediakan oleh hotel syariah wajib 

mendapatkan sertifikat halal dari MUI; 

 
d) Menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk 

pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci; 

 
e) Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang 

sesuai dengan syariah; 

 
f) Hotel syariah wajib memiliki pedomaan dan/atau panduan mengenai 

prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel 

yang sesuai dengan prinsip syariah; 

 
g) Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam 

melakukan pelayanan. 
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Berdasarkan regulasi internasional, penerapan syariah pada sebuah hotel di bagi 

menjadi 3 (tiga) kategori utama yakni rendah, mengengah dan maju yang 

diilustrasikan pada bagan berikut: 

 

Kategorisasi Penerapan Sharia Compliance  
 

 

Non-OIC countries with 

limited MFT ecosystems 

 

 

- Primarily catering to 

mainstream guests  
- Modest number of 

Muslim visitors 

 

 

OIC countries with  
moderate MFT ecosystems 

 

 

- High proportion of non-

Muslim visitors  
- Halal food is widely 

available, but alcohol is 

common in hotels  

 

 

OIC countries with  
advanced MFT ecosystems 
 

 

- Predominantly 

Muslim visitors  
- Strong Islamic 

Finance and Halal 

products ecosystem  
- Strong religious 

affiliation 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 3. Diagram kategori penerapan syariah pada sebuah hotel 
 

(Sumber: Dinnar Standar dalam OIC MFT Regulating Accommodation, 2017) 
 
 
 
 
 
 

Yang termasuk kategori penerapan syariah tingkat rendah adalah dimana suatu 

hotel hanya menyediakan beberapa fasilitas dan layanan halal seperti (Baharuddin 

 
& Al-Hasan, 2018): 

 
 

a. Memiliki staff yang sesuai dengan ekosistem Pariwisata Halal; 

 

b. Memiliki pilihan untuk menu makanan Halal 

 

c. Setiap ruangan memiliki petunjuk arah kiblat 
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d. Hotel menyediakan daftar restoran/kedai makanan halal 

 

e. Hotel menyediakan daftar masjid yang bisa diakses, jadwal sholat, dan 

peralatan untuk sholat. 

 

Sebuah hotel dikategorikan menerapkan syariah secara mengengah/moderat bila 

memiliki beberapa unsur dan fasilitas seperti (Baharuddin & Al-Hasan, 2018): 

 

a. Staf hotel menggunakan pakaian yang sesuai; 

 

b. Makanan yang disajikan adalah makanan Halal; 

 

c. Tersedianya makanan khusus di bulan Ramadhan; 

 

d. Adanya masjid atau musola; 
 

e. Hotel menyediakan alat sholat; 

 

f. Ketersediaan tempat wudhu di kamar; 

 

g. Hiburan keluarga; 

 

h. Hotel telah tersertifikasi Halal; 

 

i. Tidak ditemukan kegiatan perjudian; 

 

j. Hotel tidak menyediakan alcohol; 

 

k. Hotel tidak menyediakan hiburan malam; 

 

l. Tidak terdapat adanya channel TV yang berkonten dewasa and tersedianya 

filter dalam penggunaan internet. 

 

Sedangkan yang termasuk kategori hotel yang menerapkah prinsip syariah yang 

tinggi adalah yang sesuai dengan yang digambarkan pada grafik berikut: 
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Gambar 4. Grafik tingkat tinggi standar syariah dari suatu hotel 
 

(Sumber: Dinnar Standar dalam OIC Muslim Friendly Tourism Regulating Accommodation 2017 

 

dalam Baharuddin & Al-Hasan, 2018) 
 
 
 
 

 

Jadi, halal compliance dalam manajemen hotel adalah sebuah kebijakan untuk 

membuat produk tertentu dalam rangka memuaskan kebutuhan wisatawan Muslim 

dan mendapatkan segmen pasar wisatawan Muslim yang cenderung meningkat 

secara kuantitas dan kualitas dalam beberapa dekade belakangan ini. Bagi 

beberapa hotel, halal compliance adalah langkah kreatif untuk meraih pangsa 

pasar wisatawan Muslim tanpa melepas wisatawan convensional yang dimiliki 

sebelumnya. Manajemen hotel dapat memutuskan untuk mengambil kategori hotel 

syariah tingkat rendah bila masih memilki pangsa pasar yang memerlukan produk 

jasa yang konvensional. Sementara itu, beberapa hotel dapat mengadopsi prinsip 
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syariah tingkat tinggi sebagai strategi mengembangkan niche market. Penerapan 

manajemen hotel yang syariah (halal) memerlukan sertifikasi dan pengakuan. 

 
 
 

 

4.1.2. Pengertian Produk Halal dan Sertifikat Halal 
 

 

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang 

Jaminan Produk Halal, produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal 

sesuai syariat Islam. Labelisasi halal sifatnya sukarela, kecuali untuk makanan 

haji itu sifatnya wajib. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk 

yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang 

selanjutnya disingkat BPJPH. 

 

Pemasangan label pada produk pangan sangat penting, karena merupakan 

sumber informasi bagi konsumen dan menyangkut hajat hidup orang banyak. 

Untuk itu para pelaku usaha hendaklah mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2012 Tentang Pangan. Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, pada suatu label harus memuat 

sekurangkurangnya keterangan mengenai: 

 

a. Nama produk 

 

b. Daftar bahan yang digunakan 

 

c. Berat bersih atau isi bersih 

 

d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor 

 

e. Halal bagi yang dipersyaratkan 
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f. Tanggal dan kode produksi 

 

g. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa 

 

h. Nomor izin edar bagi pangan olahan, dan 

 

i. Asal usul bahan pangan tertentu 
 

 

Pada dasarnya, umat Islam diwajibkan mengkonsumsi makanan yang halal 

menurut syariat agama Islam. Untuk itu pencantuman label halal pada produk 

makanan sangatlah penting. Hal ini juga ditegaskan dalam Peraturan pemerintah 

Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 10 ayat (1): “setiap 

orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam 

wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan bahwa pangan tersebut 

halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan 

wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label. 

 
 
 

 

4.1.3. Sertifikasi Halal dan Industri Pariwisata 
 

 

Makanan dan minuman Halal memiliki dua persyaratan utama, yakni baik 

secara kesehatan dan halal (diizinkan untuk dikonsumsi) sesuai dengan yang 

tertulis di dalam Al-Qur’an yang merupakan kitab suci umat Islam (Wahidati & 

Sarinastiti, 2017). Ditinjau dari bahasa Arab, kata ‘Halal’ berarti diizinkan atau 

sesuai dengan hokum Islam. Lawan dari kata tersebut adalah ‘Haram’ yang berrari 

dilarang atau tidak sesuai dengan hokum Islam (Qardhawi, 2003). Dengan kata 

lain Halal adalah segala sesuatu yang dikonsumsi/digunakan sesuai dengan 
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syariat yang ada dan barang siapa yang melanggar akan memperoleh dosa atau 

mendapatkan siksa (Adinugraha, Sartika, & Kadarningsih, 2018). 

 

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), produk halal harus sesuai 

dengan kriteria sebagai berikut: 

 

1. Makanan yang disajikan tidak mengandung maupun berasal dari babi 

 

2. Makanan yang disajikan tidak mengandung bahan-bahan yang 

diharamkan, Antara lain bahan yang diambil dari kotoran, darah maupun 

organ manusia 

 
3. Seluruh daring hewan halal harus dipotong/disembelih sesuai dengan 

ketentuan syariat Islam 

 
4. Seluruh kegiatan yakni penyimpanan, penjualan pengolahan, pengelolaan 

mauapun transportasi yang digunakan untuk makanan tersebut bukan 

merupakan bekas yang dipakai untuk babi, kecuali telah dilakukan 

pensucian/pembersihan dengan tata cara syariat Islam 

 
5. Semua makanan dan minuman harus terbebas dari alcohol/khamr. 

 

 

Untuk meyakinkan wisatawan muslim dalam mengkonsumsi makanan maupun 

minuman yang ada, perlu adanya sertifikat halal yang diperoleh oleh suatu 

kedai/restoran maupun hotelk yang menyajikan makanan atau minuman tersebut. 

Adapun lembaga halal yang ada di Indonesia terdiri dari (Adinugraha, Sartika, & 

Kadarningsih, 2018): 

 

1. Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama 

 

Indonesia (LPPOM MUI): berdiri pada tanggak 6 januari 1989 dengan 38 



 
 
 

 

tujuan melindungi konsumen Muslim dalam penggunaan produk-produk 

makanan, obat-obatan, dan kosmetik (Adinugraha, Sartika, & 

Kadarningsih, 2018: 32). 

 

2. World Halal Council (WHC): berdiri ahun 1999 dengan tujuan untuk 

menjadi federasi badan sertifikasi halal di seluruh dunia setelah masing-

masing dari industri mendapatkan penerimaan internasional dan global 

untuk sertifikasi dan akreditasinya. 

 

Destinasi pariwisata Halal di Indonesia masing-masing memiliki karakter dan 

fasilitas yang berbeda-beda. Pada penelitian ini, dilakukan observasi terhadap 

beberapa destinasi wisata Indonesia yang masuk ke dalam 10 destinasi wisata 

Halal versi Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2019. Adapun destinasi 

tersebut antara lain: Lombok, Malang, Padang, Aceh dan Makassar. Berdasarkan 

dari observasi yang dilakukan, maka berikut hasil yang diperoleh untuk keempat 

destinasi tersebut: 

 

4.1.3.1.  Amenitas di Lombok 

 

a. Perkembangan bisnis hotel syariah di Lombok 
 

 

Meskipun terdapat hotel syariah di Indonesia, jumlah hotel tersebut masih 

kurang dan hamper merata di setiap provinsi yang ada di Indonesia. Meskipun 

Lombok telah dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata halal di Indonesia dan 

bahkan menjadi centre of excellence I untuk Halal Tourism, jumlah hotel yang 

telah memperoleh sertifikat Halal dari MUI masih terbilang stagnan jika ditinjau 

dari jumlah keseluruhan pengusaha yang telah mendaftarkan hotelya. Menurut 
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MUI NTB hal ini disebabkan oleh masih banyaknya pihak hotel yang belum 

memahami prinsip-prinsip/penerapat pariwisata halal dan banyak dari mereka 

yang merasa takut jika pengunjung yang mayoritas wisatawan asing akan 

berkurang atau bahkan menghilang manakala pihak hotel telah mengurus legalitas 

setifikasi halal hotel mereka (Baharuddin & Al-Hasan, 2018). 

 

Pada tahun 2016 jumlah akomodasi (hotel bintang dan non bintang) di 

Lombok dan Mataram provinsi NTB berjumlah 850 uit dengan jumlah kamar 

sebanyak 8.158 dan tempat tidur sebanyak 10.806 buah (Tabel 4.2). 

 

Tabel 4. 2. Jumlah Akomodasi di Pulau Lombok 
 

   
Hotel Bintang 

   
Hotel Bintang 

 Hotel Bintang dan Non  
         

Bintang 
  

                   

Kabupaten/Kota                     

  
Unit 

 
Kamar 

 Tempat   
Unit 

 
Kamar 

 Tempat  
Unit 

 
Kamar 

 Tempat  
    

tidur 
    

tidur 
   

tidur 
 

                  

                     

Lombok Barat 22 1.891 2.014  84 995 1.150 106 2.386  3.164  

Lombok Tengah 5 285 502  81 829 1.642 86 1.114  2.144  

Lombok Timur 1 11 11  41 368 528 42 379  539  

Lombok Utara 10 436 513  484 3.445 3.843 494 3.876  4.356  

Mataram 22 1.853 2.767  100 1.869 2.967 122 403  603  

             
Total  60  4.476  5.807   790  7.506  10.130  850  8.158  10.806  

                     
Sumber: BPS Nusa Tenggara Barat, 2016 

 
 
 
 
 
 

Dari 850 unit hotel yang ada pada tahun 2016, hanya 42 hotel yang 

merupakan hotel syariah atau hotel yang ramah terhadap Muslim dan telah 

 

memiliki sertifikat halal dari MUI (Baharuddin & Al-Hasan, 2018). Jumlah ini 40 



 
 
 

 

masih terbatas dengan hanya restoran dalam hotel tersebut yang tersertifikasi 

Halal, dan belum sampai ke sertifikat untuk layanan hotel. Namun, seiring dengan 

perkembangan pariwisata Halal di Lombok, hotel-hotel yang ada di Lombok 

mulai menerapkan prinsip syariah dalam kegiatannya meskipun belum merata 

sepenuhnya ke seluruh akomodasi yang ada di Lombok. 

 

Akan tetapi percepatan Halal Tourism cukup signifikan yang ditujukkan 

oleh kererlibatan dari pemerintah NB dan dukungan dari pemerintah pusat 

bersama stakeholders lainnya, sehingga NTB berhasil meraih beberapa 

penghargaan seperti: 

 

1. World’s Best Halal Beach Resort (tahun 2016) oleh Novotel Lombok 

resort and Villas Lombok 

 
2. World’s Best Halal Tour Operator oleh Eco Tour (tahun 2016) 

 

3. World’sBest Halal Tourism Website oleh 

www.wonderfullomboksumbawa.com (tahun 2016) 

 
4. World’s Best Halal Honeymoon Destination oleh desa Sembalun 

(tahun 2016) 

 

 

b. Penetapan sertifikat Halal untuk produk makanan dan minuman di 

Lombok 

 
Berdasarkan hasil  penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian 

 

Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika, Majelis Ulama Indonesia – NTB tanggal 5 

 

September 2017, mekanisme sertifikat halal dijelaskan dalam diagram berikut: 
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Gambar 5. Proses sertifikasi halal oleh BPOM MUI di provinsi NTB (Sumber: LPPOM 
 

MUI-NTB, 2017) 
 
 
 
 
 
 

Dari proses untuk memperoleh Halal sertifikat pada beberapa restoran di NTB, 

diperoleh data untuk jumlah restoran yang tercatat telah memperoleh sertifikat 

halal sebagai berikut: 

 

Tabel 4. 3. Data Sertifikasi Halal Provinsi NTB Tahun 2012-2016 
 

 
Jenis Usaha 

      Tahun        
               
   

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
  

2016 
  

           
                

 UMKM 239 226 180 75  269   

 Rumah Makan - - - 20  200   

 Restoran Hotel - - - 5  75   

 Restoran Non Hotel - - - 75  100   
          

 Jumlah   239  226  180  175   664   
                

Sumber: LPPOM MUI-NTB, 2017 
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Berdasarkan Tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun jumlah 

restoran yang terstandarisasi meningkat. Hal ini ditunjukkan setelah 

dilaksanakannya standarisasi pariwisata Halal di NTB. Terutama di tahun 2016 

jumlah restoran dan produk yang terstandarisasi meningkat secara signifikan 

dibandingkan dengan tahun 2015 setelah dikeluarkannya Perda NTB No.2 Tahun 

2016 tentang Pariwisata Halal. 

 

Peningkatan jumlah restoran yang tersertifikasi Halal ini didukung oleh 

hasil penelitian Hamzana (2017), melalui wawancara dengan Ketua LPPOM 

MUI-NTB, Rauhun, diketahui bahwa sertifikasi yang dilakukan oleh MUI 

bekerjasama dengan beberapa dinas terkait seperti Disperindag NTB, Dinas 

Kesehatan kabupaten dan kota di NTB. Sertifikasi yang telah dilakukan tahun 

2012 – 2016 tersebut dibagi berdasarkan 3 kelompok yakni: 

 

1. Sertifikasi halal rumah makan, warung, catering dan restoran hotel; 

 

2. Halal rumah makan, warung, catering dan non restoran hotel; 

 

3. Produk olahan (UMKM) 
 

 

Dari hasil yang diperoleh pada Tabel 4.3 di atas, menurut ketua LPPOM MUI – 

NTB, jumlah restoran dan UMKM yang telah tersertifikasi tersebut termasuk 

dalam kategori tinggi/paling banyak dari provinsi lainnya di Indonesia (Hamzana, 

2017). 

 

Jika ditinjau dari hasil observasi destinasi wisata, Lombok memiliki 

perkembangan yang sangat pesat terkait perkembangan pariwisatanya 

 

dibandingkan dengan destinasi wisata halal lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan 
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ditetapkannya Lombok sabagai The Best Halal Destination oleh IMTI tahun 2019. 

Namun, dibandingkan dengan destinasi pariwisata halal lainnya, seperti Padang 

dan Aceh, tindakan percepatan dari pariwisata Halal belumlah maksimal yang 

ditunjukkan oleh hasil evaluasi akhir tahun 2019, yang menetapkan Jawa Barat 

sebagai pariwisata Halal terbaik di Indonesia. Meskipun level penilaian dari 

pariwisata tersebut masih di level regional, namun jika ditinjau dari keberadaan 

NTB sebaga centre of excellence untuk Halal Tourism, maka tim khusus Halal 

Tourism dan penyediaan data terkait pariwisata halal tersebut perlu dibentuk 

(Hasil observasi, 2019; FGD, 2019; Presentasi Perkembangan Akhir Pariwisata di 

NTB, 2019). 

 
 
 

 

4.1.3.2.  Amenitas di Kota Padang 

 

a. Hotel Syariah di Padang 
 

 

Seiring dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang menetapkan 3 

provisi yakni Aceh, Sumatera Barat dan NTB sebagai destinasi wisata syariah, 

maka perkembangan pariwisata halal di kota Padang Sumatera Barat juga memicu 

meningkatnya jumlah hotel syariah di kota tersebut. Perkembangan hotel di 

Padang menuju ke hotel syariah dimulai sejak awal 2014 setelah disahkannya 

Peraturan Menteri (Permen) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No.2 Tahun 2014 

tentang Pedoman Penyelengaraan Usaha Hotel Syariah. Dengan adanya regulasi 

pemerintah ini, memudahkan prekembangan usaha yang berbasis syariah pada 

industri khususnya perhotelan (Sofyan, 2013). 
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Hingga tahun 2017, telah banyak hotel berkembang di kota Padang yang 

mendukung pelaksanaan pariwisata halal tersebut. Beberapa hotel/akomodasi 

yang termasuk kriteria ramah muslim di kota Padang, antara lain: Hotel 

Rangkayobasa, Hotel Musafir Inn, Hotel Nabawi Syari’ah, Hotel Prima Syari’ah, 

Hotel Bunda, Hotel Buana Lestari Syari’ah, dan Hotel Grand Inna. 

 

Pada tahun 2019, dari 90 restoran hotel di Sumatera Barat hanya mencapai 

8 restoran hotel yang bersertifikat halal, yakni Syofyan inn Rangkayo Basa, 

 

Rstoran Hotel Hang Tuah, Resto Hotel Grand Inna Padang, Resto Hotel 

Emersia, Resto Fave Hotel, Resto Hotel Bunda, Resto Hotel Ox Ville, Resto 

Hotel Mangkuto. 

 

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Mariyanti, Sari, dan Putri 

(2018), untuk mengetahui persepsi konsumen terhadap minat berkunjung pada 

hotel syariah di kota Padang. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 100 responden 

menunjukkan bahwa minat berkunjung wisatawan pada hotel syariah dipengaruhi 

dari nilai. Nilai yang dimaksud adalah kecenderungan dari wisatawan khususnya 

wisatawan muslim untuk memilih hotel syariah yang menurut mereka keamanan 

dan kenyamanannya lebih terjamin. Hal ini didukung oleh Muflih (2006) yang 

berpendapat bahwa segala aktivitas berbelanja yang dilakukan dalam kehidupan 

sehari-hari oleh konsumer merupakan suatu bentuk ibadah, dimana konsumen 

muslim memilih untuk mentaati batasan yang telah ada dalam ajaran islam, seperti 

tidak membeli barang haram, tidak kikir atau tamak serta nelaksanakan kegiatan 

seperti memberi sesuatu sesuai dengan ajaran Islam. 
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Untuk hasil observasi yang dilakukan terhadap salah satu hotel berbintang 

di Padang, ditemukan bahwa telah ada kesadaran industri akan pangsa pasar dari 

wisatawan muslim. Hal ini ditunjukkan oleh ketersediaan arah kiblat dan 

penyesuaian design kamar mandi yang dapat digunakan pula sebagai tempat 

wudhu oleh para tamu muslim. 

 

Meskipun demikian, ini tidak dapat menjamin bahwa seluruh hotel yang 

ada di kota Padang atau provinsi Sumatera barat telah memenuhi kebutuhan atau 

sesuai dengan standar yang diharapkan oleh wisatawan muslim baik domestik 

maupun mancanegara. Hal ini juga ditegaskan oleh ketua PHRI Sumatera Barat 

pada kegiatan FGD yang dilaksanakan di Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera 

Barat di kota Padang tanggal 18 September 2019. Pada kegiatan FGD tersebut, 

ketua PHRI menyatakan bahwa kecenderung industry pariwisata yang beroperasi 

di provinsi Sumatera Barat, hanya mengikuti sertifikasi untuk restorannya 

sedangkan tidak untuk keseluruhan hotel yang ada. Hal ini sangat disayangkan 

dan diharapkan ke depan dapat dilaksanakan sertifikasi untuk hotel (FGD Padang, 

2019). 

 

Dari hasil FGD tersebut, perlu dilakukan sertifikasi juga untuk hotel di 

Sumatera Barat seperti yang telah dilakukan oleh provinsi NTB, akan tetapi hal ini 

perlu juga didukung oleh adanya regulasi atau peraturan yang mengikat, dan tim 

yang sesuai sehingga proses sertifikasi dapat dilakukan secara sistematis dan 

kondusif seperti yang telah dilaksanakan di provinsi NTB. Berdasarkan dari data 

yang diperoleh selama pelaksanaan FGD, meskipun provinsi Sumatera Barat telah 

 
ditetapkan  sebagai  salah  satu  provinsi  yang  menjuan  wisata  halal,  namun 46 



 
 
 

 

penerapannya belum optimal yang dibuktikan oleh belum adanya hukum/regulasi 

yang mengikat, meskipun telah ada hotel syariah. 

 

b. Sertifikasi Halal makanan dan minuman di restoran di Padang 
 

 

Seperti halnya di Lombok, LPPOM-MUI di kota Padang juga melakukan proses 

sertifikasi terhadap restoran halal di kota tersebut. Proses memperoleh sertifikat 

halal di kota Padang digambarkan pada diagram alir berikut (Rezfi, 2016): 
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Gambar 6. Grafik proses pengajuan sertifikasi halal di Padang 
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Kegiatan sertifikasi halal di Padang sudah dilakukan cukup lama, namun 

jumlah dari restoran yang mengambil sertifikat halal masih sedikit. Dari hasil 

penelitian Tahun 2013, dari 13 restoran dan rumah makan yang terdapat di kota 

Padang Panjang, hanya 2 yang telah tersertifikasi. Meskipun provinsi Sumatera 

Barat telah ditetapkan sebagai salah satu destinasi pariwisata Halal, jumlah 

restoran yang tersertifikasi halal masih rendah. Berdasarkan data tahun 2019, 

Dilakukan kembali sertifikasi terhadap restoran dan tumah makan di Sumatera 

Barat dengan hasil sebagai berikut: 

 
 
 

 

Tabel 4. 4. Jumlah restoran dan rumah makan menurut kriteria dan sertifikat 
 

 No Kriteria Jumlah 

    
 1. Jumlah restoran yang bersertifikat Halal 20 

    
 2 Jumlah outlet yang bersertifikat halal 57 

    
 3 Jumlah restoran yang halal (self claimed) 1.300 

    
 4 Jumlah restoran yang tidak menyajikan menu babi dan alkohol 1.300 

    
 5 Jumlah restoran yang tidak menyajikan menu Babi 1.300 

    
 
 

 

Berbeda dengan data yang diperoleh untuk sertifikasi halal restoran di 

NTB, pendataan lebih difokuskan pada kriteria halal menurut tingkatannya. Dapat 

dilihat bahwa, lebih banyak restoran yang memiliki restoran dengan mengklaim 

sendiri kehalalan dari makananya yang dijual tanpa memperhatikan pentingnnya 

mencantumkan label atau sertifikat Halal untuk memastikan tamu nyaman 
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membeli, memakan, maupun menggunakan jasa terkait dengan destinasi di 

Sumatera Barat. 

 

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Dinas Pariwisata Halal di 

Sumatera Barat, meskipun Dinas Pariwisata bekerjasama dengan LPPOM MUI 

dengan memberikan biaya setengah harga bahkan gratis terhadap 50 restoran dan 

rumah makan di Sumatera Barat, hanya beberapa dari restoran maupun rumah 

makan yang melakukan sertifikasi. Berdasarkan hasil observasi dan FGD yang 

telah dilakukan, terdapat beberapa alasan pelaku usaha restoran dan rumah makan 

tidak atau belum mengurus sertifikat halal, yakni: 

 

1. Pihak restoran dan rumah tersebut menganggap makanan olahan mereka 

sudah halal karena mereka berada dilingkungan masyarakat muslim dan 

mereka mendirikan usaha di wilayah Sumatera Barat yang mayoritas 

penduduknya beragama Islam. 

 
2. Proses pengurusan sertifikat halal yang dianggap rumit dan harus melalui 

proses yang panjang 

 
3. Membutuhkan biaya dan persiapan kelengkapan dokumen dan hal-hal 

yang dibutuhkan dalam sertifikasi 

 
4. Sertifikasi halal ini masih bersifat himbauan dari pemerintah, belum ada 

kewajiban bagi pelaku usaha untuk mengurusnya; 

 

5. Rata-rata dari pelaku usaha restoran dan rumah makan yang diwawancarai 

mengaku akan mengurus sertifikat halal apabila sudah ada peraturan yang 

jelas dari pemerintah dan memiliki sangsi apabila tidak dilaksanakan. 
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4.1.3.3.  Amenitas Pariwisata Halal Provinsi Aceh 
 

 

Amenitas menurut pendapat ahli yaitu semua bentuk fasilitas yang 

memberikan pelayanan bagi wisatawan untuk segala kebutuhan selama tinggal 

atau berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata, seperti hotel, motel, restaurant, 

bar, discotheques, cafe, shopping center, souvenir shop (Nurul, 2011). 

 

Dari hasil pengumpulan data bahwa amenitas pariwisata halal provinsi 

Aceh dapat disajikan sebagai berikut ; 

 

a. Hotel di Provinsi Aceh 
 

 

Dengan sample hotel Mekkah dan Grand Permata Hati Hotel memberikan 

pelayanan syariah dimana mulai dari pelayanan receptionist diberlakukan 

penerimaan tamu dengan pasangan halal dengan menunjukkan kartu identitas 

yang sah. Hotel memutarkan suara bacaan alquran yang merdu dan adzan pada 

waktunya. Adapun kamar dilengkapi dengan fasilitas sholat dan ibadah serta 

kamar mandi yang standar untuk digunakan bersuci. Fasilitas ini dilakukan oleh 

perusahaan sendiri sebelum digalakkannya pariwisata halal di Indonesia. Artinya 

masayarakat provinsi Aceh dari segi kehidupan sehari-sehari diukur dan teratur 

sehingga wisatawan yang mampir baik yang muslim dan non muslim akan 

dilayani dengan ketentuan-ketentuan syariat islam. Adapun pegawai hotel 

merupakan orang yang standar pakaian sesuai syariat islam diamana lelaki 

menggunakan pakaian lengan panjang sopan dan rapi sedangkan yang pegawai 

wanita hijab standar menutup hingga bagian bawah dada. 
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b. Cafe dan Bar di Provinsi Aceh 
 

 

Cafe pada umunya memberikan pelayanan makanan yang mengandung 

alkohol dan cendrung dikunjungi kalangan muda yang digunakan untuk 

menghabiskan waktu mingguan. Selain hotel tentu di Provinsi Aceh ini 

menyediakan Cafe standar halal dari seorang pengusaha cafe rumahan yang 

apabila dikunjungi akan merasa sangat nyaman karena lokasi terbuka serta 

menggunakan kaca yang dapat terlihat dari luar. 

 

c. Shopping Center / Souvenir Shop 
 

 

Dari hasil pengumpulan data standar pegawai merupakan ciri khas halal 

shoping center di Provinsi Aceh, dengan standar penggunaan hijab bagi wanita 

dan panjang sopan bagi pegawai lelaki. Serta menjual barang dan souvenir yang 

halal. 

 

d. Restaurant 
 

 

Kebutuhan wisatawan yang paling penting untuk memenuhi pangan 

selama melakukan perjalanan di provinsi Aceh. Restaurant dengan standar halal 

masih banyak yang tidak dapat dibuktikan dengan sertifikat sebab pemahaman 

pelaku usaha restaurant masih merasa halal meski tidak ada sertifikat. Hal ini 

sekaligus menjadi salah satu kendala berjalannya identitas pariwisata halal. 

Pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal yang masih sangat terbatas. 
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e. Sertifikasi Halal di Aceh 
 

 

Dibandingkan dengan Lombok dan kota Padang, sertifikasi halal untuk 

hotel dan restoran di Aceh masih sangat minim. Berdasarkan data dari Dinas 

Pariwisata Aceh tahun 2019, tercatat bahwa Hotel dengan halal sertifikat hanya 

berjumlah 10-sedangkan retoran dan rumah makan berjumlah 7. Seperti halnya di 

Padang, rendahnya jumlah hotel dan restoran/rumah makan yang tersertifikasi 

dikarenakan rendahnya kesadaran pelaku industri dan adanya persepsi bahwa 

makanan yang telah diolah di restoran tersebut semuanya halal. Disamping itu, 

baik Aceh maupun Padang belum memiliki kebijakan dari pemerintah untuk 

keharusan bagi suatu hotel dan restoran untuk mensertifikasi hotel atau 

restorannya. 

 
 
 

 

4.1.3.4.  Amenitas Pariwisata Halal di Makassar 
 

 

Kota Makassar merupakan wilayah yang masuk dalam 10 besar 

pengembangan wisata halal di Indonesia. Oleh karena itu, tujuan yang 

dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar adalah memberikan fasilitas dan 

pelayanan yang maksimal bagi para wisatawan muslim. Kepala Dinas 

Pariwisata (Dispar) Kota Makassar, Kamalia Tamrin mengatakan Makassar 

memiliki banyak potensi wisata halal, mulai dari ketersediaan aksesbilitas yang 

baik hingga daya tarik wisata kuliner. "Yang terpenting adalah market 

wisatawan itu meningkat sampai 1,5 miliar di dunia, dan Sulsel khususnya 

 

Makassar ini masuk dalam peringkat 10 berdasarkan Indonesia Moslem Travel 
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Index,". Faktor pendukung yang bisa membawa Makassar menjadi destinasi 

wisata halal yaitu: 1) ketersediaan hotel atau restoran bersertifikat halal, 2) 

kemudahan beribadah, serta 3) fasilitas wudhu dan toiter yang berstandar. 

Untuk itu, juga mendorong seluruh pengusaha hotel agar memiliki sertifikat 

halal, mengingat hotel juga merupakan salah satu daya tarik wisatawan muslim 

yang perlu memiliki standar sesuai syariat. 

 

Berdasarkan data yang diperoleh, hingga saat ini baru lima hotel di 

Makassar yang memiliki sertifikat halal. Diantaranya, Hotel Aston, Hotel 

 

Pesonna, Hotel Almadera, Hotel Claro dan Hotel Dalton. Semua hotel telah 

bersertifikasi dalam rangka menambah ketertarikan wisatawan untuk 

berkunjung. Seperti halnya di di Claro Hotel di Jl AP Pettarani, no 3, Kota 

Makassar Sebanyak 931 jenis makanan telah dijamin halal oleh Lembaga 

 

Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama 

Indonesia (MUI). Selain itu, Direktur LPPOM MUI Sulsel, Tajuddin Abdullah 

mengatakan, pihaknya telah menguji 970 bahan di Claro, 490 di Dalton, dan 

Almadera 300. LPPOM MUI juga memberikan penghargaan sebagai Duta 

Halal & Pelopor Dapur Halal Hotel kepada Aston Makassar Hotel & 

Convention Center yang diwakili oleh Joko Budi Jaya selaku General 

Manager, yang diserahkan langsung oleh Tajuddin Abdullah selaku Direktur 

LPPOM MUI Sulsel tepat pada Sabtu 20 Januari 2018. 

 

Kementerian Pariwisata sejak pekan lalu menggelar Kompetisi 

Pariwisata Halal Nasional 2016. Kompetisi ini merupakan yang pertama kali 

 

dilaksanakan di Indonesia, dan pemenangnya akan diusulkan menjadi 54 
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perwakilan Indonesia dalam ajang kompetisi pariwisata halal internasional 

World Halal Travel Award (WHTA). Sebanyak 113 destinasi dan industri 

wisata dari berbagai daerah muncul sebagai nominasi dalam kompetisi. Kota 

Makassar terpilih sebagai nominator kategori destinasi wisata halal terbaik, 

bersaing dengan dua daerah lain yakni, Malang (Jawa Timur), dan Sumatera 

Barat. Penentuan pemenang berdasarkan survei di laman situs internet. Selain 

kategori destinasi, Makassar diwakili sejumlah industri wisata dalam kompetisi 

kali ini. Di antaranya Aston, Kyriad, Pesonna, dan Hotel Grand Town untuk 

kategori hotel keluarga ramah wisatawan muslim. Serta Kampoeng Popsa 

untuk kategori sentra kuliner halal terbaik. Adapun hasil nominasi yang 

diperoleh oleh Kota Makassar seperti: 1) Kriteria Hotel Keluarga Ramah 

Wisatawan Muslim Terbaik: a) Aston Makassar Hotel & Convention 

CenterGrand Town hotel Makassar, b) Hotel Pesona (Makassar) dan c) Kyriad 

Hotel (Makassar), 2) Kategori Sentra Kuliner Halal yaitu: Kampoeng Popsa 

(Makassar). 

 

Di Kota Makassar meskipun belum memiliki wisata halal disektor 

destinasi, namun hal itu tetap menjadi target kedepannya. Mengingat potensi 

wisata bahari juga sangat mumpuni untuk menarik wisatawan datang ke 

Makassar. Hanya saja, kesadaran masyarakat pulau untuk ikut berpartisipasi 

dalam mengembangkan kawasan wisata halal di pulau juga perlu diperhatikan, 

sehingga ada sinergitas antara masyarakat setempat dengan pemerintah. 

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa memiliki wisata halal di pulau, 

tapi inikan semuanya berproses. Misalnya kemarin itu saya sempat ke Pulau 
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Lae-Lae, disana tempatnya sudah rapi dan sudah ada musallah, akan tetapi 

masih ada beberapa hal yang perlu di komunikasikan dengan warga setempat. 

 

Pj. Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb mengatakan hal yang lebih dulu 

dilakukan adalah penyamaan persepsi terkait konsep wisata halal di Makassar 

sebelum membuat regulasinya. "Jadi kita samakan persepsi dulu, sehingga 

kalau regulasinya keluar mereka sudah paham dengan apa yang dimaksud halal 

tourism atau wisata halal,". Dari penjelasan tersebut, wisata halal yang 

dimaksud adalah pelayanan yang baik kepada seluruh wisatawan muslim, 

mulai dari makanan yang bersertifikat halal hingga pelayanan dan ketersediaan 

tempat ibadah di lokasi wisata. Beliau juga mengungkapkan bahwa "Kami 

berharap Makassar bisa menjadi salah satu contoh yang baik di Indonesia, 

karena di negara-negara lain pun mereka sudah mulai memberikan standar 

pelayanan halal,". 

 

Mengenai segi destinasi yang menjadi pendukung wisatawan berkunjung 

di Kota Makassar menurut ASITA mengungkapkan bahwa ada beberapa 

tempat yang akan ditonjolkan, di antaranya adalah Masjid Tua Katangka, 

Masjid Raya, dan Masjid Al Markas. Selain itu ada juga destinasi lain yang 

akan ditonjolkan yaitu makam pahlawan muslim seperti makam Dipenogoro 

dan Makam Sultan Hasanuddin. 

 

“Tidak hanya itu, kami akan kembangkan destinasi yang lebih banyak 

lagi. Namun, masih dipeta-petakan, dan akan dipublish saat perayaan 

unniversary ASITA dalam waktu dekat ini,” tambah Didi. 

 

56 



 
 
 

 

Sebelum gagasan wisata halal di Makassar muncul sebetulnya sudah ada 10 

kota besar lain yang sudah memelopori wisata halal. 10 Kota tersebut di antaranya 

Jakarta, Lombok, Batam, Aceh, Jawa Barat, Jogja, Sumatera Barat, Jawa Tengah, 

Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Diwaktu mendatang akan sangat mungkin 

semakin banyak kota atau provinsi yang mulai menggagas wisata halal di kota 

masing-masing. Mengingat geliat wisata di Indonesia juga makin meningkat, 

sehingga gagasan ini tentunya akan makin membuat wisatawan merasa lebih 

tenang dan aman saat berlibur 

 
 
 
 

 

4.2. Aksesibilitas 
 

 

Accessibility (aksesibilitas) merupakan hal yang paling penting dalam 

kegiatan pariwisata. Segala macam transportasi ataupun jasa transportasi menjadi 

akses penting dalam pariwisata. Di sisi lain akses ini diidentikkan dengan 

transferabilitas, yaitu kemudahan untuk bergerak dari daerah yang satu ke daerah 

yang lain. Jika suatu daerah tidak tersedia aksesibilitas yang baik seperti bandara, 

pelabuhan dan jalan raya, maka tidak akan ada wisatawan yang mempengaruhi 

perkembangan aksesibilitas di daerah tersebut. Jika suatu daerah memiliki potensi 

pariwisata, maka harus disediakan aksesibilitas yang memadai sehingga daerah 

tersebut dapat dikunjungi. 

 

Dalam ajang World Halal Travel Summit dan World Halal Tourism 

Award, terdapat beberapa aspek penilaian suatu destinasi pariwisata halal, yakni 

 

ditinjau  dari  layanan,  produk  serta  ramah  keluarga.  Dari  ketiga  persyaratkan 
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tersebut yang termasuk bagian utama dari pengembangan halal tourism adalah 

akses, akses ini mencakup komunikasi, kemudahan menuju tempat ibadah, 

persyaratan visa serta konektivitas udara yang baik. 

 

4.2.3.1. Aksesibilitas di Lombok 

 

a. Kemudahan Akses Ibadah 
 

 

Kemudahan dalam mengakses tempat ibadah juga menjadi sangat penting 

ketika berwisata, dikarenakan menjalankan ibadah merupakan suatu 

kewajiban sebagai seorang Muslim dan salah satunya adalah melaksanakan 

sholat. Sebagai daerah dengan populasi Muslim hingga 90 persen, masjid 

dengan mudah dapat ditemukan di Lombok. Hampir setiap desa memiliki 

minimal satu masjid, masjid tersebar hingga 4.500 di 598 desa dan kelurahan. 

Selain itu, pusat perbelanjaan dan destinasi wisata biasanya menyediakan bilik 

tersendiri bagi wisatawan yang ingin melakukan ibadah (Muslimah, 2017). 

 
 

 

b. Kemudahan Komunikasi 
 

 

Dalam melakukan perjalanan wisata tentunya komunikasi menjadi hal 

yang penting hal ini akan memudahkan kita untuk mencapai tujuan wisata, 

salah satunya dengan mudah memahami suatu bahasa menjadi hal yang sangat 

membantu bagi wisatawan dan juga bagi masyarakat yang ada di daerah 

wisata, utamanya wisatawan Muslim menggunakan Bahasa Arab, Bahasa 

(Malaysia/Indonesia), Inggris, Prancis, Persia, Turki. Untuk itu, pemerintah 

 

beserta agen perjalanan wisata memberikan keterampilan bahasa yang lebih 
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bagi pemandu wisata dengan memberikan pelatihan Bahasa Arab karena pasar 

utama yang ditargetkan adalah wisatawan asal Timur Tengah (Prodjo, 2017). 

 
 

 

c. Konektivitas Udara 
 

 

Konektivitas udara menjadi hal yang juga penting untuk mempermudah 

perjalanan wisata, terutama adanya penerbangan langsung antar negara 

menjadi suatu kelebihan, apalagi adanya pendukung penerbangan langsung 

dari negaranegara yang memiliki penduduk mayoritas Muslim. Untuk menarik 

wisatawan asal Timur Tengah yang menjadi target utama terus diupayakan 

agar membuka penerbangan langsung ke Lombok, selain itu untuk menarik 

wisatawan asal Timur Tengah juga dibukanya penerbangan langsung dari 

Malaysia ke Lombok. Malaysia memiliki peranan besar dalam pasar wisata 

halal di Timur Tengah, sehingga diharapkan Malaysia sebagai pintu masuk 

bagi wisatawan asal Timur Tengah (Winarto, 2017). 

 
 

 

d. Persyaratan Visa 
 

 

Persyaratan visa menjadi salah satu kriteria dalam pengembangan 

pariwisata halal yang dapat memudahkan wisatawan Muslim untuk datang ke 

daerah yang menjadi tujuan wisata. Untuk itu, Indonesia memberikan bebas 

visa kepada 169 negara, termasuk negara-negara yang ada di Timur Tengah 

sebagai target utama untuk menikmati wisata halal yang ada di Indonesia 
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terutama ke Lombok, seperti Arab Saudi, Mesir, Qatar dan yang lainnya 

(Anonim, 2017). 

 

Jika ditinjau dari keempat aspek yang terkait dengan aksesibilitas, setiap daerah di 

Indonesia maupun dunia memiliki kebijakan dan kemudahan yang berbeda-beda. 

Hal ini dikarenakan kebijakan dari pemerintah daerah dalam menerapkan sistem 

dan penataan aksesibilitas yang berbeda-beda. 

 

Menurut data dari Dinas Pariwisata NTB tahun 2018, jumlah kedatangan 

wisatawan ke Nusa Tenggara Barat, sebagian besar wisman yang berkunjung ke 

NTB khususnya Lombok melalui jalur laut yakni, dari Pelabuhan Lembar dan 

Kapar pesiar sebanyak 5,28% dan dari Bali menuju Gili Trawangan menggunakan 

fas boat sebesar 67,86%, melalui Labuan Sape sebesar 0,11%, sedangkan melalui 

jalur udara yakni pintu Bandara Udara sebesar 67,86% dan melalui jalur lainnya 

sebesar 4,56%. Jumlah wisaman yang berkunjung ke NTB adalaha wisatawan 

yang sebagian besar telah berkunjung ke NTB sebelumnya yakni sebesar 74,66% 

dan sisanya merupakan wisatawan yang baru pertama kali mengunjungi NTB. 

 

Tabel 4. 5. Kunjungan Wisman Menurut Pintu Masuk 
 

No Pintu Masuk Persentase (%) 
   

1. Pelabuhan Lembar/ Kapal Pesiar 5,28 

2. Bandara Udara 22,19 

3. Pelabuhan Fast Boat 67,85 

4. Pelabuhan Sape 0,11 

5. Lainnya 4,56 
   

 Jumlah 100 
   

Sumber: Statistika Pariwisata NTB – Dinas Pariwisata NTB 2018 
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Jika ditinjau dari negara asal, jumlah wisatawan yang berkunjung ke NTB 

paling banyak berasal dari Australa dan Eropa. Sedangakan wisatawan muslim 

yang berasal dari Malaysia, contohnya menempati urutan keempat jumlah 

wisatawan terbayang berkunjung ke NTB sementara wisman yang berasal dari 

timur tengah pada tahun 2017, tidak menempati 10 besar negara yang berkunjung 

ke NTB (Data Statistika dari Dinas Pariwisata NTB, 2018). 

 

Tabel 4. 6. Sepuluh Besar Negara Asal Wisman 
 

No Negara Asal Jumlah Kunjungan 
   

1 Australia 186.431 

2 Inggris 105.777 

3 Jerman 102.960 

4 Malaysia 80.848 

5 Perancis 79.189 

6 Belanda 77.993 

7 USA 60.120 

8 Italia 58.686 

9 Swiss 46.366 

10 Kanada 42.837 
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4.2.3.2. Aksesibilitas di Padang 
 

 

Perkembangan pariwisata di Sumatera Barat tidak terlepas dari 

peningkatan jumlah wisatawan khususnya wisman yang berkunjung ke tempat 

tersebut. Menurut data dari Badan Pusat Statistik provinsi Sumatera Barat, jumlah 

wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Sumatera Barat meningkat. 

Pada bulan Maret 2018, tercatat 5.057 wisman datang melalui Bandara 

Internasional Minangkabau (BIM) menunjukkan peningkatan sebesar 13,41% dari 

tahun lalu dan pada bulan Agustus 2019 jumlahnya meningkat 14.16% menjadi 

5.985 orang (Marlinda, 2019). 

 

Berdasarkan data di Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa jumlah wisman 

terbanyak yang berkunjung ke Sumatera Barat adalah wisman yang berasal dari 

Malaysia, yakni berjumlah 10.235 (80,20 %) pada bulan Triwulan pertama di 

tahun 2018. Jumlah ini mengalami peningkatan yang awalnya sebesar 74,37% di 

tahun 2017 (Presentasi Dinas Pariwisata Sumatera Barat, 2019). 
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Tabel 4. 7. Wisman yang berkunjung ke Sumatera Barat menurut Kebangsaan 
 

                   
Perubahan 

    Perubahan  Peran  
       

Mar 
      

Jan-Mar 
 

Jan-Mar 
   

Perubahan 
  

Jan-Mar 
 

thd Total 
 

        
Feb 2018 

  
Mar 2018 

    
Mar 2018 

     

 
No 

  
Kebangsaan 

  
2017 

    
2017 

 
2018 

   
Mar 2018 thd 

  
2018 

 
Wisman 

 

      
(orang) 

  
(orang) 

    
thd Feb 

     

       (orang)     (orang)  (orang)    2017 (%)   thd 2017  Jan-Mar  

                
2018 (%) 

     

                       
(%) 

 
2018 (%) 

 

                          
                            

 (1)   (2)   (3)  (4)   (5)  (6)  (7)   (8)  (9)   (10)  (11)  
                            

1  Malaysia 4 141 3 506 3 825 10 754 10 235 9,10 -7,63  -4,83 80,20 

2  Singapura 10 363 540 40  909  48,76  5.300,00  2.172,50 7,12 

3  Australia 144 115 180 320  380  56,52  25,00  18,75 2,98 

4  Amerika 20 31 49 44  91  58,06  145,00  106,82 0,71 

5  Inggris 32 42 49 60  113  16,67  53,13  88,33 0,89 

6  India 7 47 43 36  96  -8,51  514,29  166,67 0,75 

7  Jepang 17 28 24 66  82  -14,29  41,18  24,24 0,64 

8  Tiongkok 22 15 21 69  54  40,00  -4,55  -21,74 0,42 

9  Philipina 2 10 21 7  39  110,00  950,00  457,14 0,31 

10  Jerman 19 36 21 44  77  -41,67  10,53  75,00 0,60 
             

    Total 10 Negara   4 414  4.193   4773  11 440  12076   13,83  8,13   5,56  94,62  
                            

    Lainnya   578  266   284  1660  686   6,77  -50,87   -58,67  5,38  
                            

    Total   4 992  4 459   5057  13100  12762   13,41  1,30   -2,58  100,00  
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Perkembangan Angkutan Udara di Padang 
 

 

Jumlah penumpang angkutan udara domestik di Bandara Internasional 

Minangkabau pada Maret 2018 adalah sebanyak 153,36 ribu orang atau naik sebesar 

3,17 persen dibanding bulan sebelumnya.Jumlah penumpang angkutan udara keluar 

negeri/internasional di Bandara Internasional Minangkabau bulan Maret 2018 

adalah sebanyak 13,61 ribu orang, mengalami peningkatan sebesar 20,39 persen 

dibanding bulan Februari 2018. Secara keseluruhan, jumlah penumpang angkutan 

udara domestik dan internasional adalah sebanyak 166,97 ribu orang atau naik 

sebesar 4,39 persen dibanding bulan sebelumnya. 

 

Tabel 4. 8. Perkembangan Penumpang Angkutan Udara di Bandara Internasional 

Minangkabau 
 

 Jenis Penerbangan Feb Mar Jan-Mar    Jan-Mar Perubahan  Perubahan 
   2018 2018 2017 2018 Mar thd Feb  Jan-Mar 

   (000 org) (000 org) (000 org) (000 2018 (%)  2018 thd 2017 

      org)  (%) 
          

  (1) (2) (3) (4) (5) (6)  (7) 
          

 1 Domestik 148,64 153,36 417,09 467,10 3,17 11,99 
         

 2 Internasional 11,30 13,61 27,71 35,31 20,39  27,45 

         
  Total 159,94 166,97 444,80 502,42 23,56  39,44 
          

 
 

 

Perkembangan Angkutan Laut 
 

 

Jumlah barang yang diangkut oleh angkutan laut dalam negeri bulan Maret 2018 

mencapai 172,63 ribu ton atau mengalami penurunan 44,73 persen dibanding bulan 

sebelumnya. Penurunan jumlah barang tertinggiterjadi pada Pelabuhan Muaro yaitu 

turun sebesar 45,66 persen. Selanjutnya jumlah barang yang diangkut melalui 

Pelabuhan Teluk Bayur mengalami penurunan sebesar 44,73 persen. Selanjutnya, 



 

jumlah barang yang diangkut melalui Pelabuhan Air Bangis Pasaman Barat 

mengalami peningkatan sebesar 10,92 persen. 

 
 
 

 

4.2.3.3. Aksesibilitas di Makassar 
 
 
 

 

Akses menuju Makassar dapat ditempuh dengan transportasi darat, laut 

maupun udara. Aksesibilitas dapat diketahui dengan mengetahui jumlah kunjungan 

wisatawan di Kota Makassar. Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang 

melalui pintu masuk Makassar pada Oktober 2019 mencapai 1.440 kunjungan. 

Jumlah wisman tersebut turun sebesar 5,08 persen jika dibandingkan dengan jumlah 

wisman pada bulan September 2019 yang mencapai 1.517 kunjungan. Sementara itu, 

jika dibandingkan dengan Oktober 2018 maka terjadi kenaikan sebesar 21,31 persen 

yang mana jumlah kunjungan Oktober 2018 sebesar 1.187 kunjungan. 

 

Tabel 4. 9. Perkembangan Jumlah Wisman Melalui Pintu Masuk Makassar menurut 

Kebangsaan 
 

  Oktober 

September Oktober 2019 

Oktober 2019 Oktober 

No Kebangsaan 2018 dibanding 2019 
2019 (Kunjungan) (Kunjungan) September dibanding   

  

(Kunjungan) 
 

    2019 Oktober 
     

      2018 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
       

1 Singapura 60 56 48 -8 -12 

2 Malaysia 737 708 781 73 44 
       

3 Jepang 13 52 13 -39 0 
       

4 Korea Selatan 5 1 3 2 -2 
       

5 Taiwan 1 5 2 -3 1 
       

6 China 11 36 24 -12 13 
       

7 India 14 35 7 -28 -7 
       

8 Philipina 6 9 4 -5 -2 
       

9 Hongkong 2 11 3 -8 1 
       

10 Thailand 4 44 15 -29 11 
       

11 Australia 13 15 8 -7 -5 
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12  Amerika Serikat 31 35 65 30 34 
        

13  Inggris 17 33 29 -4 12 
        

14  Belanda 30 29 42 13 12 
        

15  Jerman 43 80 57 -23 14 
        

16  Perancis 100 75 43 -32 -57 
        

17  Switzerland 9 17 16 -1 7 
        

18  Rusia 1 1 7 6 6 
        

19  Saudi Arabia 0 0 0 0 0 
        

20  Mesir 0 0 0 0 0 
        

21  Unit Emirat Arab 0 0 0 0 0 
        

22  Lainnya 90 275 273 -2 183 

Jumlah  1.187 1.517 1.440 -77 253 

      -5,08 21,31 

 

 

Pada Tabel 4.8 terlihat bahwa Malaysia, Amerika Serikat, Jerman, Singapura 

dan Perancis merupakan lima negara dengan jumlah wisman terbesar yang 

berkunjung ke Indonesia melalui pintu masuk Makassar (Bandara Hasanuddin) pada 

Oktober 2019. Jumlah wisman dari lima negara tersebut berjumlah 994 kunjungan 

atau sekitar 69,02 persen dari total wisman yang masuk melalui pintu masuk 

Makassar. Meskipun negara muslim yang berkunjung Ke Kota Makassar adalah 

Negara Malaysia. Akan tetapi, dalam pengembangan wisata halal akan menarik 

wisatawan muslim untuk berkunjung dengan mempermudah akses masuk di Kota 

Makassar. Adapun hal yang menjadi salah satu faktor yang menghambat wisatawan 

muslim untuk berkunjung ke Makassar adalah mahalnya tikel diseluruh Indonesia. 

Hal ini yang mengurunkan niat para wisatawan khususnya wisatawan muslim untuk 

berkunjung. 

 

Upaya yang dilakukan untuk menarik wisatawan muslim untuk berkunjung 

adalah mempermudah akses menuju Makassar dapat ditempuh dengan transportasi 

laut maupun udara. 

 

1. Perkembangan Angkutan Udara 
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Jumlah penumpang domestik di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin 

yang datang (arrival) pada bulan Oktober 2019 adalah 446.824 orang atau 

mengalami kenaikan sebesar 4,88 persen dibandingkan dengan jumlah pada 

bulan September 2019 sebanyak 426.031 orang. Jika dibandingkan dengan bulan 

Oktober 2018 yang senilai 555.778 orang mengalami penurunan sebesar 19,60 

persen. Sementara jumlah penumpang dari luar negeri (Internasional) 

mengalami penurunan sebesar 10,69 persen, yaitu dari 16.388 orang pada bulan 

September 2019 menjadi 14.636 orang pada bulan Oktober 2019. Kondisi 

sebaliknya mengalami kenaikan 147,36 persen dibandingkan bulan Oktober 

2018 dengan jumlah 5.917 orang. 

 

Jumlah penumpang domestik yang berangkat (departure) dari Bandara 

Internasional Sultan Hasanuddin bulan Oktober 2019 berjumlah 295.343 orang 

atau naik sebesar 1,98 persen dibandingkan dengan jumlah penumpang pada 

bulan September 2019 yaitu 289.609 orang dan turun sebesar 21,48 persen 

dibanding jumlah penumpang pada bulan Oktober 2018 yaitu 376.134 orang. 

Sementara itu jumlah penumpang ke luar negeri (Internasional) naik sebesar 

110,80 persen, yaitu dari 8.649 orang pada bulan September 2019 menjadi 

18.232 orang pada bulan Oktober 2019. Jika dibandingkan bulan Oktober 2018 

dengan jumlah penumpang 8.617 orang, naik sebesar 111,58 persen. 

 

Banyaknya penumpang transit pada bulan Oktober 2019 berjumlah 

188.374 orang atau naik sebesar 3,22 persen dibandingkan dengan kondisi bulan 

September 2019 yang senilai 182.498 orang dan turun sebesar 28,11 persen 

dibandingkan kondisi bulan Oktober 2018 yang senilai 262.020 orang. 
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Tabel 4. 10. Perkembangan Penumpang Angkutan Udara di Bandara Internasional 

Sultan Hasanuddin (orang) 
 

 

    Perubahan Perubahan  

 
Oktober September Oktober 

Oktober Oktober  
 

2019 2019 
 

Jenis Penumpang 2018 2019 2019  

terhadap terhadap 
 

 (orang) (orang) (orang)  
 

September Oktober 
 

     

    2019 (%) 2018 (%)  

(1) (2) (3) (4) (5) (6)  

ARRIVAL / KEDATANGAN 561.695 442.419 461.460 4,30 -17,85  
       

DOMESTIK 555.778 426.031 446.824 4,88 -19,60  

INTERNASIONAL 5.917 16.388 14.636 -10,69 147,36  

DEPARTURE / 384.751 298.258 313.575 5,14 -18,50  

KEBERANGKATAN       

DOMESTIK 376.134 289.609 295.343 1,98 -21,48  

INTERNASIONAL 8.617 8.649 18.232 110,80 111,58  

TRANSIT 262.020 182.498 188.374 3,22 -28,11  

DOMESTIK 262.020 182.362 188.053 3,12 -28,23  

INTERNASIONAL 0 136 321 136,03 -  

TOTAL PENUMPANG 1.193.932 898.002 930.220 3,59 -22,09  

DOMESTIK       

TOTAL PENUMPANG       

INTERNASIONAL 14.534 25.173 33.189 31,84 128,35  
 
 

 

2. Perkembangan Angkutan Laut 

 

Jumlah penumpang dalam negeri yang naik (embarkasi) di Pelabuhan 

Makassar pada bulan Oktober 2019 tercatat sebanyak 35.435 orang, atau 

mengalami penurunan sebesar 1,93 persen dibandingkan pada bulan September 

2019 yaitu 36.133 orang dan mengalami kenaikan sebesar 75,13 persen 

dibandingkan pada bulan Oktober 2018 yaitu 20.233 orang. Jumlah penumpang 

dalam negeri yang turun (debarkasi) mengalami penurunan sebesar 4,83 persen, 

yaitu dari 37.232 orang pada bulan September 2019 menjadi 35.435 orang pada 

bulan Oktober 2019. Sedangkan dibandingkan bulan Oktober 2018 yang sebesar 

19.188 orang, mengalami kenaikan 84,67 persen. 
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Jumlah barang yang dibongkar mengalami kenaikan 15,02 persen, yaitu dari 

537.209 ton pada bulan September 2019 menjadi 617.914 ton pada bulan Oktober 

2019. Jika dibandingkan bulan Oktober 2018 yang sebanyak 518.520 ton 

mengalami kenaikan 19,17 persen. Barang perdagangan dalam negeri (termasuk 

barang dalam peti kemas) yang dimuat/diangkut pada bulan Oktober 2019 

mencapai 359.782 ton atau turun sebesar 4,92 persen dibandingkan kondisi pada 

bulan September 2019 yang mencapai 378.402 ton. Jika dibandingkan bulan 

Oktober 2018 yang senilai 399.432 ton mengalami penurunan sebesar 9,93 persen. 

 

Tabel 4. 11. Jumlah Kunjungan Tahun 2018 -2019 
 

    

Perubahan Perubahan     

 Oktober September Oktober Oktober 2019 Oktober 2019 

Uraian 2018 2019 2019 terhadap terhadap 

 (orang) (orang) (orang) September Oktober 2018 
    2019 (%) 
    (%)  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Jumlah Penumpang Dalam      

Negeri(orang) 39.42 73.365 70.87 -3,40 79,78 
 1  0   

Embarkasi/Naik 20.23 36.133 35.43 -1,93 75,13 
 3  5   

Debarkasi/Turun 19.18 37.232 35.43 -4,83 84,67 

 8  5   
Jumlah Penumpang      

Luar Negeri (Orang)      

Embarkasi / Naik 0 0 0 - - 
      

Debarkasi / Turun 0 0 0 - - 
      

Jumlah Barang Perdagangan      

Dalam Negeri (Termasuk 917.95 915.611 977.696 6,78 6,51 

Barang Dalam Peti Kemas) 2     
(ton)      

Bongkar 518.52 537.209 617.914 15,02 19,17 
 0     

Muat 399.43 378.402 359.782 -4,92 -9,93 

 2     
      

 

 

laut maupun udara. Aksesibilitas dapat diketahui dengan mengetahui jumlah 

kunjungan wisatawan di Kota Makassar. Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) 

yang datang melalui pintu masuk Makassar pada Oktober 2019 mencapai 1.440 
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kunjungan. Jumlah wisman tersebut turun sebesar 5,08 persen jika dibandingkan dengan 

jumlah wisman pada bulan September 2019 yang mencapai 1.517 kunjungan. 

Sementara itu, jika dibandingkan dengan Oktober 2018 maka terjadi kenaikan sebesar 

21,31 persen yang mana jumlah kunjungan Oktober 2018 sebesar 1.187 kunjungan. 

 
 
 

 

4.2.3.4. Aksesibilitas di Aceh 
 

 

Dari hasil pengumpulan data berdasarkan pengalaman informan bahwa 

aksesibilitas merupakan salah satu strategi pengmbangan yang belum dijinkan untuk 

membuka rute baru di Aceh. Namun saat ini dengan lokasi Provinsi Aceh sebagai 

daerah border negara Indonesia menjadi peluang pariwisata halal dimana akan mampu 

mendatangkan wisatwan muslim Malaysia, Brunei Darussalam, Arab Saudi. 

 

Ditinjau dari kedatangan wisatawan pada tahun 2018, jumlah wisman yang 

menuju ke Aceh meningkat sebesar 40,29%, yakni dari 75.758 orang menjadi 106.261 

orang. Sementara wisatawan nusantara mengalami kenaikan sebesar 4.52% dari 

2.288.635 orang menjadi 2.391.968 orang. Dibandingkan dengan wisman, wisatawan 

Indonesia lebih banyak yang melakukan perjalanan dan berkunjung ke Aceh. Wisman 

yang berkunjung ke Aceh mengalami perubahan tidak hanya jumlah melainkan negara 

asal pada tahun 2017 dan 2018. Malaysia merupakan negara asal terbayak dari wisman 

yang berkunjung ke Aceh di tahun 2017. Namun, untuk negara yang menduduki urutan 

kedua terbanyak pada tahun 2017 (Australia) berubah menjadi Inggris dan Eropa di 

tahun 2018, begitu pula dengan beberapa negara lainnya pada Tabel berikut: 
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Tabel 4. 12. Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Aceh berdasarkan negara 

asal Tahun 2017 
 

No Negara Jumlah Kunjungan (orang) 

1 Malaysia 24.874 

2 Australia 1.368 

3 Tiongkok 830 

4 Filipina 737 

5 India 387 

6 Jerman 372 

7 Singapura 351 

8 Inggris 348 

9 Perancis 340 

10 Amerika Serikat 321 

11 Lainnya 3.177 

 Total 33.105 
 

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Februari 2019 
 
 

 

Tabel 4. 13. Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Aceh berdasarkan negara 

asal Tahun 2018 
 

No Negara Jumlah Kunjungan (orang) 

1 Malaysia 24.652 

2 Inggris 2.356 

3 Eropa Lainnya 1.094 

4 Tiongkok 854 

5 USA 784 
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6 Perancis 493 

7 Australia 468 

8 Jerman 386 

9 Thailand 268 

10 Jepang 242 

11 Lainnya 2.190 

 Total 33.787 
 

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Februari 2019 
 
 
 

 

Dari data di atas dapat dilihat bahwa kecenderungan wisatawan yang berkunjung 

ke Aceh berasal dari Malaysia dan jumlah wisatawan tersebut jauh lebih banyak 

dibandingkan dengan negara lainnya. Malaysia merupakan salah satu dengara yang 

memiliki banyak penduduk yang beragama Islam, selain Aceh memiliki nuansa islami, 

jarak antara Aceh dan Malaysia cukup dekat sehingga akses dan biaya transportasi 

cenderung rendah dibandingkan dengan berkunjung ke daerah lainnya yang termasuk 

pariwisata halal. 

 
 
 

 

4.3. Aktraksi 
 

 

Attaction atau atraksi adalah produk utama dalam sebuah destinasi wisata. Menurut 

karyono (1997) atraksi atau daya tarik wisata berkaitan dengan konsep what to see dan 

what to do. Apa yang bisa dilihat dan dilakukan oleh wisatawan di destinasi tersebut. 

Atraksi bisa berupa keindahan dan keunikan alam, budaya masyarakat setempat, serta 

atraksi buatan seperti taman rekreasi dan hiburan. Demikian halnya, dalam 
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pengembangan wisata halal di Kota Makassar tentunya membutuhkan strategi dalam 

menjual produk yang dimiliki. 

 

4.2.3.1. Atraksi Pariwisata Halal di Lombok 
 

 

Upaya yang dilakukan pemerintah NTB dalam promosi pariwisata halal, adalah 

tidak hanya dengan melakakukan sertifikasi dan standarisasi halal terhadap hotel di 

NTB, tetapi juga melakukan kerjasama dengan beberapa pihak terkait seperti Badan 

Sertifikasi Halal MUI. Pengembangan pariwisata halal di NTB dimulai dengan 

ditetapkannya Gili Meno wisata pantai khusus sebagai Family Friendly Destination 

dengan konsep pantai halal (halal beach). Destinasi yang mencerminkan pariwisata 

Halal di Lombok cukup banyak seperti Benang Setokel, Benang Kelambu, Gunung 

Rinjani, dan Islamic Centre, akan tetapi belum ada tim khusus yang dibentuk dalam hal 

promosi dan penetapan dari destinasi-destinasi di Lombok yang termasuk dalam 

kategori pariwisata Halal. Untuk itu, promosi penting dilakukan melalui beberapa event 

khususnya difokuskan ke pasar luar negeri yang ada di timur tengah yang mayoritas 

penduduknya beragama Islam. 

 

4.2.3.2.  Atraksi Pariwisata Halal di Padang 
 

 

Sejak ditetapkannya Padang menjadisalah satu destinasi pariwisata halal, dinas 

pariwisata Sumatera Barat membentuk tim promosi dalam percepatan pengembangan 

pawisata halal di Sumatera Barat. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Sumatera 

Barat tahun 2019, terdapat beberapa kawasan pariwisata halal unggulan di Sumatera 

Barat (Tabel 4.13). 
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Tabel 4. 14. Kawasan pariwisata halal unggulan tahun 2019 
 

No Nama Objek wisata Lokasi 
   

1. Pantai Aie Manih Keluranan Aie Manih Kecamatan 

  Padang Selatan 

2. Gunung Padang Muaro Padang Kelurahan 

  Batang Arau 
3. Pantai Padang Kelurahan Belakang Tansi 

  Kecamatan Padang Barat 
   

4. Jam Gadang 
 

 

5. TamanPanorama 
Lobang Japang  

6. Kebun Binatang 

 

7. PDIKM  
8. MIFAN (Minangkabau Fantasi)  
9. Lubuk Mata Kucing   

10. Pulau Belibis dan Taman 
Pramuka  

11. Puncak Payo 

 

12. Laing Park   
13 Puncak Cemara 

 
14. Museum Goedang Ransoem 

 

 

15. Tanah Satwa Kandi  
16. Kolam Renang 

 
17. Ngalau Indah  
18. Panorama Ampangan  
19. Pantai Gandoriah  
20. Pulau Angso Duo  
21. Pantai Kata 

 
22. Pantai Corocok & 

Pulau Cingkuak 
 

23. Kawasan Wisata Bahari 
Terpadu Mandeh  

Pusat Kota Bukittinggi 

(Kelurahan Benteng Benteng 

Pasar Atas)   
Jalan Panorama, Kelurahan  
Bukit Cabang Kayu Ramang 
 
Jl. Cinduamato Pasar Atas  
Kel. Benteng Pasar Atas  
Kel. Silaing Bawah 
 
Kel. Silaing Bawah   
Kel. Pasar Usang 
 
Kelurahan Kampung Jawa, 

Kecamatan Tanjung Harapan   
Kelurahan Tanah Garam, 

Kecamatan Lubuk Sikarah  
Kel. Laing, Kec. Tanjung Harapan   
Ditengah Kota 
 
Jl. Abdurrahman Hakim  
Kel. Tanah Lapang  
 

Jl. Rachmadsyah Kolok Mudik 
 
Pakan Sinayan   
Pakan Sinayan 
 
Aur Kuning   
Kel. Pasir Pariaman 
 
Kelurahan Pasir   
Desa Taluk 
 
Nagari Painan Selatan Kec. IV 

Jurai  
 

Nagari Batu Kalang, Nagari 

Caracok Anau, Nagari Pulau 
Karam, Nagari Mandeh, Nagari 

Sungai Nyalo, dan Nagari 
Sungai Pinang Kecamatan 

Koto Xl Tarusan 
 

 

24. Puncak Mandeh Nagari Nanggalo Kec. Koto Xl  
Tarusan 
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25. Istano Basa Pagaruyung Nagari Pagaruyung Kecamatan 

  Tanjung Emas 

   
26. Nagari Tuo Pariangan Nagari Pariangan Kecamatan 

  Pariangan 
   

27. Air Terjun Lembah Anai X Koto 
   

28. Ambun Tanai Kec. Matur 
   

29. Taman Muko-muko Kec. Tanjung Raya 
   

30. Pantai BandarMutiara Kec. Tanjung Mutiara 
   

31. Lembah Harau Harau 
   

32. Kelok Sembilan Sarilamak 
   

33. Pemandian Batang Tabik Batang Tabik 
   

34. Dermaga Danau Singkarak Nagari Singkarak, Kec. X Koto 

  Singkarak 
   

35. Panorama Danau Kembar Nagari Simpang Tj. Nan IV, Kec. 

  Danau Kembar 
   

36. Silokek Silokek 
   

37. Wahana Wisata Talabang Kemang Baru 

 Sakti  
   

38. Panorama Bukik Sabalah Tanjung Gadang 
   

39. Pantai Tiram Ulakan 
   

40. Aie Tajun Nyarai Salibutan 
   

41. Puncak Anai Guguk 
   

42. Museum Tuanku Imam Bonjol Nagari Ganggo Mudiak Kec. 

 dan Equator Bonjol Bonjol 
43. Air Panas Rimbo Nagari Panti Kec.Panti 

   

44. Gunun Talamau Kec.Pasaman 
   

45. Danau Lau Tinggal Kec. Gunung Tuleh 
   

46. Pantai Muaro Sasak Kec. Sasak Ranah Pasisia 
   

47. Seribu Rumah Gadang Kec. Sungai Pagu, Nagari Koto 

  Baru 
   

48. Hot Water Boom Kec.Pauah Duo 
   

49. Goa Ngalau Batu Kapa Kec. Sangir Balai Janggo Sungai 

  Kunyik 
   

50. Candi Padang Raco Siguntur Kec.Sitiung 
   

51. Goa Ngalau Sungai Suko Nagari Gunung Salasih, Kec. 

  Pulau Punjung 
   

52. Candi Pulau Sawah Siguntur Kec. Sitiung 
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4.2.3.3. Atraksi Pariwisata Halal di Makassar 
 

 

Upaya yang dilakukan Kota Makassar dalam rangka mengembangkan wisata 

 

halal adalah atraksi. Seperti halnya yang diungkapkan oleh BPPD Sulsel bersama Dinas 

 

Pariwisata Sulsel menyelenggarakan event Sultan Halal Fest 2019, di
 Monumen 

 

Mandala 6-8 September 2019. Event penyelenggaraan tersebut untuk mengantisipasi 

 

serangan kunjungan wisatawan mancanegara ke Sulsel. 
 

 

“Festival ini merupakan salah satu upaya untuk mendorong perkembangan 

wisata halal di Sulsel dengan melibatkan masyarakat dan stakeholder industri 

pariwisata. Tujuannya untuk memberikan kesadaran tentang halal produk 

kepada pelaku industri pariwisata di Sulawesi Selatan dan mengedukasi 

masyarakat tentang halal lifestyle,”(Walikota Makassar, 2019). Beragam item 

kegiatan akan mengisi Sultan Halal Fest, misalnya festival kuliner halal dari 

sejumlah pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Sulsel, Talkshow 

halal lifestyle, sosialisasi sertifikat halal, gerakan sadar halal serta tabligh akbar 

yang menampilkan Ustad kondang seperti Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Das’ad 

Latief dan Ustadz Hanan Attaki. 
 
 

 

Sasaran utama dalam event tersebut adalah para wisatawan domestik dan mancanegara. 

 

Denny mengaku Optimis akan menarik perhatian wisatawan.

 “Sebanyak 25.000 

 

pengunjung ditargetkan hadir pada event yang akan digelar di Monumen Mandala, 

 

bukan hal yang tidak mungkin, saya optimis event ini akan menarik para wisatawan 

 

domestik dan mancanegara untuk datang ke acara tersebut. 
 

 

Selanjutnya, pada bulan Oktober di Kota Makassar membuat even 

“MAKASSAR HALAL EXPO 2019” adalah pameran khusus berbagai macam jasa dan 

produk halal untuk masyarakat Makassar dan Sulawesi Selatan umumnya. 

diselenggarakan di Celebes Convention Center pada tanggal 17-20 Oktober 2019 

 
sebagai kelanjutan dari Halal Indonesia Expo yang telah sukses diselenggarakan di 

 

Jakarta Convention Center pada tanggal 27-30 Juni 2019. 
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Makassar Halal Expo akan diselenggarakan bersamaan dengan pameran Pekan Raya 

Sulawesi Selatan (PRS Ke-6) sebagai rangkaian acara memperingati ulang tahun 

sulawesi selatan yang ke-350 tahun. Produk Yang Dipamerkan: 1) Makanan & 

Minuman, 2) Buah Buahan, 3) Muslim Fashion, 4) Batik, 5) Tempat Wisata, 6) 

Restoran Hotel Perumahan, 7) Perbankan & Keungan Syariah, 8) Travel Umroh & Haji, 

 
9) Perlengkapan Ibadah, 10) Kosmetik, 11) Sekolah Islam/Pesantren, 12) Jasa & 

Produk, 13) Halal Lainnya. Acara Pendukung: 1) Coaching clinic proses, prosedur, dan 

persyaratan sertifikasi produk halal, 2) Diskusi dan bedah buku, 3) Sarana 

 

Bermain/Hiburan Anak, 4) Festival Kuliner Sulawesi Selatan, 5) Festival Lagu “Daerah 

Religius”, 6) Lomba Kreativitas Pelajar se-Kota Makassar, 7) Talkshow, 8) Ngopi : 

Ngobrol Pintar “Gaya Hidup Milennials Makassar di Era Digital”, 9) Festival Silk 

Sulawesi Selatan (Display & Fashion Show), 10) Talkshow & Presentasi Produk, 11) 

Lomba Kreasi “Kue Tradisional khas Sulawesi Selatan, 12) B2B, 13) Talkshow 

Yayasan Kanker Indonesia (YKI) “Perempuan Makassar Sehat”, 14) Lomba 

Menggambar/Mewarnai Tingkat TK & SD, 15) Muslim Fashion Show, 16) Millenials 

competition : Lomba Vlog, Lomba Pidato, Ranking 1, Aquascape, dan Cosplay. 

 
 
 

 

4.2.3.4. Atraksi Pariwisata Halal di Aceh 
 

 

Promosi pariwisata halal di Aceh masih sangat minim dibandingkan dengan destinasi 

pariwisata halal laiinya. Meskipun, daerah ini memiliki lingkungan dan potensi yang 

besar, yakni jika ditinjau dari segi penduduknya yang mayoritas Islam dan suasana 

daerah tersebut seperti di tanah suci, maka seharusnya atraksi yang ditawarkan 

mendukung untuk percepatan promosi dan perkembangan pariwisata halal di Aceh. Dari 
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hasil pengumpulan data bahwa attraksi pariwisata Aceh yang menjadi wisata unggulan 

adalah Masjid Baiturrahman dimana tentu keberadaannya menjadikan slogan Light Of 

Aceh dapat sejalan dengan pariwisata halal Indonesia. Berdasarkan hasil FGD, destinasi 

yang mencerminkan pariwisata Halal di Aceh cukup banyak selain masjid 

Baitulrrahman, akan tetapi promosi dari pariwisata tersebut tidak berjalan dengan 

maksimal. 

 
 
 
 

 

4.4. Awareness 
 

 

Awareness didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan tentang keberadaan 

sesuatu (Niekerk dan Saayman, 2013). Kotler et al. (1996) dalam Niekerk dan Saayman 

(2013) menegaskan kembali pengertian awareness yaitu suatu situasi ketika konsumen 

telah sadar akan adanya produk baru, namun masih perlu beberapa informasi tentang 

hal itu. Fesenmaier et al.(1993) dalam penelitiannya menemukan bahwa awareness 

tidak selalu mengarah untuk melakukan pembelian karena awareness sendiri bertindak 

sebagai rasa ingin tahu akan sesuatu. 

 

Woodside dan Sherrell (1977) dalam studi penelitian yang telah dilakukan 

menemukan bahwa destination awareness adalah suatu langkah pertama dan penting 

yang diperlukan ketika hendak melakukan suatu kunjungan ke tempat wisata yang 

dituju. Destination awareness dapat pula diartikan sebagai apakah seseorang telah 

mendengar tentang tujuan wisata tersebut dan tujuan wisata apa yang pertama terlintas 

dalam pikiran ketika seseorang sedang mempertimbangkan keinginan untuk berlibur 

(Milman dan Pizam, 1995). Destination awareness dinilai sebagai hubungan yang 

 
dibangun di atas pemahaman dan kepuasan (Higgins, 1999). Berdasarkan 
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definisi mengenai destination awareness di atas maka dapat diketahui bahwa 

destination awareness dalam kaitannya dengan pariwisata pada dasarnya adalah 

membangun suatu keinginan sebelum wisatawan akhirnya berkunjung ke tempat wisata 

tersebut. 

 

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar untuk meningkatkan 

awareness (kesadaran) masyarakat maka telah melakukan berbagai hal seperti: 1) 

Kebijakan Wisata Halal, 2) melakukan sosialisasi kepada masyarakat. 

 

a) Menyediakan Arah Kebijakan Wisata Halal 

 

Upaya yang dilakukan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam 

rangka mewujudkan peningkatan kunjungan wisatawan khususnya wisatawan 

muslim untuk berkunjung di Indonesia adalah dengan mengeluarkan sebuah 

kebijakan pemerintah. Sehingga wisatawan yang berkunjung tidak merasa 

khawatir terhadap ibadah yang mereka akan lakukan secara di Makassar seperti 

halnya ketersediaan tempat ibadah, makanan yang telah tersertifikasi halal dan 

indikator lainnya yang mempermudah wisatawan untuk berkunjung di 

Indonesia. 

 

Pemerintah Indonesia telah megeluarkan peraturan Peraturan Menteri 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang pedoman 

penyelenggaraan usaha hotel syariah, yang dimaksud syariah adalah prinsip-

prinsip hukum islam sebagaimana yang diatur fatwa dan/atau telah disetujui 

oleh Majelis Ulama Indonesia. Istilah syariah mulai digunakan di Indonesia 

pada industri perbankan sejak tahun 1992. Dari industri perbankan berkembang 

ke sektor lain yaitu asuransi syariah, pengadaian syariah, hotel syariah, dan 

pariwisata Syariah. 
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Di Indonesia, pariwisata syariah dijamin lewat UU No 10 Tahun 2009 

tentang Kepariwisataan, khususnya pada bagian menimbang, maupun pada pasal 

3, pasal 5, pasal 12, pasal 25, dan pasal 26. Bagian menimbang menekankan kalau 

kepariwisataan merupakan bagian dari pembangunan nasional dengan tetap 

memberikan perlindungan, salah satunya terhadap nilai-nilai agama. Sementara 

itu, pada pasal-pasal dalam undang-undang ini, disebutkan kalau kepariwisataan 

berfungsi salah satunya memenuhi kebutuhan rohani (Pasal 3), penyelenggaraan 

harus menjunjung salah satunya norma agama, sebagai pengejawantahan dari 

konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan YME 

(Pasal 5), pengembangan kawasan strategis pariwisata harus memerhatikan salah 

satunya aspek agama masyarakat setempat (Pasal 12), wisatawan harus menjaga 

dan menghormati, salah satunya, norma agama masyarakat setempat (Pasal 25 

huruf a), dan kewajiban yang sama juga berlaku pada pengusaha pariwisata (Pasal 

26 huruf a). 

 
Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Makassar tengah berupaya mempercepat 

pengembangan destinasi wisata halal. Hal ini dilakukan dengan menerapkan 

beberapa aturan pengusaha hotel dan restoran yang beroperasi di Makassar. 

Kepala Dispar Makassar, Rusmayani Majid menuturkan, pihaknya meminta 

kepada manajemen hotel, restoran, bandara, serta fasilitas umum lainnya itu 

menyediakan tempat salat dan wudhu bagi pengunjung. Selain itu, Dispar juga 

menghimbau kepada para pengusaha untuk menyiapkan dapur dan makanan 

halal yang dibuktikan dengan sertifikat dari Lembaga Pengkajian Pangan, 

Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau yang disebut 

LPPOM MUI. 
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b) Sosialiasi Wisata Halal 

 

Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pariwisata Kota Makassar 

tengah menggenjot pariwisata halal di Makassar. Kepala Dinas Pariwisata Kota 

Makassar, mengimbau seluruh pelaku industri pariwisata agar memiliki 

sertifikasi halal pada setiap produk yang dihasilkan. Sejatinya makassar 

memiliki potensi yang cukup besar menjadi kota wisata halal. Namun beberapa 

proses administrasi serta kesadaran masyarakat masih menjadi kendala utama 

dalam mewujudkan hal itu. 

 
Kesadaran masyarakat Kota Makassar akan sosialisasi wisata halal telah 

memberikan angin segar bagi masyarakat maupun pihak yang berkepentingan 

seperti: bisnis hotel, restoran dan bisnis lainnya. Hal ini disebabkan karena akan 

meningkatkan omset penghasilan yang mereka miliki dari sebelumnya. Hal ini 

dapat dilihat dari setiap hotel di Kota Makassar telah mengajukan sertifikat halal 

dalam rangka menjemput persaingan bisnis. Hal ini dapat terlihat di Kota 

Makassar, hanya dua yang memiliki sertifikasi halal yakni Hotel Aston dan 

Pesona. Akan tetapi, setiap pelaku bisnis hotel yang memeroleh sertifikasi halal 

telah bertambah seperti: Hotel Almadera, Hotel Claro dan Hotel Dalton. 

 

Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb yang hadir dalam kesempatan 

tersebut mengatakan, pihaknya akan memberikan konsep pelayanan halal yang 

bermutu bernama halal tourism (Parawisata Halal). Dimana konsep ini berbeda 

dengan konsep syariah. Iqbal menjelaskan halal tourism bukan hanya 

memfokuskan kepada wisatawan umat muslim saja, namun halal tourism 
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merupakan standar pelayanan yang diberikan kepada wisatawan, sesuai dengan 

hukum dan aturan yang ada secara normatif. 

 

“Halal beda dengan syariah. Kalau kita bicara pariwisata halal, itu berbeda 

dengan pariwisata syariah. Kita ingin memberikan pelayanan yang lebih baik 

kepada customer dari mana pun juga dari seluruh dunia dengan memberikan 

suatu servis, tingkat pelayanan dengan nama halal tourism. Halal tourism tentu 

saja berbeda dengan syariah,” terangnya. 

 

Seperti halnya di kota Makassar, Lombok, Aceh dan Padang telah melakukan 

beberapa kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan 

pariwisata halal di destinasi wisata tersebut. Namun, kegiatan ini perlu lebih 

ditingkatkan dan didukung dengan kegiatan workshop/pelatihan terhadap pelaku wisata. 

Menurut hasil FGD dari keempat daerah yakni Aceh, Padang, Lombok dan Makassar, 

meskipun jumlah wisatawan muslim yang datang ke daerah tersebut meningkat, namun 

pemahaman dan kesadaran masyarakat dan industri terhadap pariwisata halal masih 

sangat minim. Hal ini jelas ditujukkan oleh masih kurangnya jumlah dari restoran dan 

hotel yang mengurus sertifikat halal. Mekipun potensi pasar pariwisata halal di semua 

daerah tersebut sangat tinggi, perlu adanya pendampingan dan kegiatan yang lebih 

komprehensif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya industri tentang 

peluang pasar daripariwisata halal tersebut. 

 
 
 

 

4.5. Afiliation 
 

 

Merupakan keterkaitan antara masyarakat lokal dengan halal tourism. Konstribusi 

masyarakat setempat mengenai program halal tourism merupakan hal yang sangat 
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diharapkan oleh pemerintah. Sehingga mampu bersinergi dan memberikan nilai tambah 

antara program pemerintah dengan masyarakat sekitar. 

 

Upaya pemerintah melalui berbagai program telah disambut dengan baik oleh 

masyarakat Kota Makassar. hal ini dapat dilihat dari peran serta masyarakat dalam 

setiap event yang dijalankan baik pemerintah maupun masyarakat telah terkoordinasi. 

Seperti halnya, pemerintah Kota Makassar mensosialisasi program halal tourism dengan 

berbagai bentuk event. Tentunya masyarakat antusias untuk mendukung setiap event 

yang dilaksanakan. Selain itu, masyarakat dalam menjalankan usaha mereka telah 

berkoordinasi dengan SKPD terkait yaitu Dinas Pariwisata, MUI, BPOM untuk 

mengurus sertifikat halal baik itu usaha restoran, hotel dan sajian makanan lainnya. 

 

Sama halnya dengan Makassar, pemerintah khususnya dinas pariwisata 

mendukung adanya kegiatan demi pegembangan pariwata halal di daerahnya. 

Khususnya di kota Padang, meskipun tidakmenjadi daerah dengan pariwisata terbaik, 

namun antusias dan upaya yang dilakukan oleh dinas pariwisata Sumatera Barat ini 

sangat tinngi. Hal ini ditunjukkan oleh pelaksanaannya kegiatan sertifikasi bekerjasama 

LPOM MUI yang juga memberikan subsidi bagi pengurusan sertifikat. Dibandingkan 

dengan dinas pariwisata lainnya, dinas pariwisata Sumatera Barat bahkan 

membentuktim percepatan pariwisata halal, melakukan pendataan bagi restoran dan 

hotelyang tergolong/telah mengambilsertifikat, melakukan promosi destinasi pariwistaa 

halal unggulan serta melakukan studi banding ke beberapa daerah yang menjadi detinasi 

terfavorit/terbaik untuk pariwisata halal. Dibandingkan dengan Lombok yang menjadi 

destinasi wisata halal terbaik, upaya yang telah dilakukan oleh dinas pariwisata masih 

terbatas bekerjasma dengan BPOM MUI dalam penerbitan sertifikat halal di beberapa 

hotel dan restoran dan belum adanya keterlibatan yang maksimal dengan institusi 
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pemerintahan dan suasta yang lebih optimal dalam mendukung percepatan pariwisata 

halalnya. Hal yang sama juga perlu dilakukan oleh dinas pariwisata di Aceh yang masih 

sangat kurang untuk kerjasama dan program dalam pengembangan pariwisata halal. 

 
 
 

 

4.6. Perbandingan Pariwisata Halal di Indonesia dan Singapura 
 

 

Meskipun Indonesia telah menjadi salah satu negara dengan market dan peluang 

bagi industri pariwisata halal terbesar dunia, negara ini perlu mengambangkan dan 

mompromosikan pariwiata halal lebih jauh lagi ke pasar dunia. Berdasarkan dari hasil 

FGD yang dilakukan di Singapura terhadap pelaku bisnis pariwisata halal, terlihat 

bahwa market dan peluang bisnis yang diterapkan di Singapura terlihat jelas dalam hal 

maintenange, manajerial dan awarenesnya. Meskipun Singapura bukan merupakan 

penduduk muslim,namun dari system yang dibangun oleh negara terebut dalam 

manajemen dan promosi pariwisata halal dapat dijadikan conoh dala proses pemasaran 

di Indonesia. DItinjau dari segi awareness dari negara Singapura, negara ini memiliki 

penmahaman yang cukup dalam hal penawaran produk-produk halal. 

 

Dari hasil wawancara dengan salah satu receptionist pada salah satu hotel di Singapura, 

di dapat bahwa, penduduk non muslim di negara tersebut yang bekerja di bidang 

pariwisata mengerti arti Halal dan penerapannya pada pariwisata. Reseptionist tersebut 

memperoleh informasi yang cukup untuk menjelaskan ke tamu muslim yang ingin  

menginap  di  tempat  tersebut.  Jika  dibandingkan  dengan  pariwisata  halal  di 

Indonesia,  banyak  keraguan  yang  sering  muncul  bagi  wisatawan  muslim,  terutama 

untuk makanannya. Seperti contoh destinasi wisata terbesar di Indonesia dan terpopuler, 

Bali, belum mempromosikan atau menawarkan pariwisata halal ke negara lain. Dilihat 

84 



 

trend kedatangan dari wisatawan muslim dan jumlah wisatawan muslim travel ke 

negara non muslim, Bali maupun beberapa tempat di Indonesia menjadi pilihan. 

Namun, dikarenakan fasilitas tambahan, extended service, yang mereka butuhkan 

dalammenunjang kegiatan pariwisatanyanya masih sangat minimm. Sebagai contoh dari 

hasil FGD ketua asosiasi perhotelan di Singapura mengatakan bahwa ketersediaan 

makanan halal sulit ditemukan, dikaenakan jarang dan sulitnya menemukan restoran 

bersertifikat halal, maka para wisatawan cenderung takut untuk mencoba makanan dan 

memilih mengganti opsi wisata ke negara lain. 

 

Meskipun Lombok merupakan centre of excellence dari pariwisata halal, masih 

banyak hotel dan restoran yang belum dan harus diperpanjang untuk lisensi halalnya. 

Promosi tentang pariwisata halal perlu untuk dilakukan begitu pula dengan 

pendampingann terhadap masyarakat/stakeholder yang bekerja di bidang pariwisata. 

Hal ini juga perlu diterapkan di daerah lain yang merupan 10 pioritas pariwisata Halal. 

Ketika target pemasaran telah terpennuhi, maka tindakan yang selanjutnya dilakukan 

adalah pengenalan konsepwisata halal kepada daerah wisata non muslim, seperti Toraja 

dan Bali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

85 



 
 
 
 
 

BAB V 

 

KESIMPULAN 
 
 
 

 

5.1. Kesimpulan 
 

 

Dari penelitian ini ditemukan bahwa pelaksanaan pariwisata halal di 

beberapa tempat di Indonesia yang telah ditetapkan sebagai 10 destinasi wisata halal 

dirasa telah berjalan dengan baik. Dari hasil FGD dan observasi terhadap beberapa 

daerah wisata halal di Indonesia, pengadaan amenitas di beberapa tempat telah 

mumpuni. Akan tetapi jumlah dari restoran/hotel tersertifikat halal di beberapa tempat 

masih sangat terbatas. Meskipun dinas pariwisata bersama dengan BPOM MUI telah 

mengadakan kegiatan sertifikasi halal dan dibeberapa daerah bahkan memberikan 

subsidi demi pencapaian target yang diinginkan pemerintah, jumlah restoran, hotel dan 

rumah makan yang mengambilsertifikasi halal sangatlah sedikit dari total hotel dan 

rumah makan yang ada didaerah tersebut. Hal ini dikarenakan masih minimnya 

pengetahuan tentangprinsip dan konsep pariwisata halal yang duterapkan di pariwisata 

Indonesiaserta kekawatiran penduduk dan stakeholder terhadap wisatawan non muslim 

yang berkunjung. Jika dilihat dari sumber daya manusia yang terlibat dalam percepatan 

pariwisata halal di Lombok, jumlah tim yang terlibat masih sangat sedikit dibandingkan 

dengan Padang. Oleh karenanya perlu adanya pembentukan tim khusus untuk 

percepatan pariwisata di Lombok. 

 

Membandingkan dua negara dalam pelaksanaan pariwisata halal maka dari 

 

sudut pandang prospek pengembangan pariwisata di Indonesia khususnya di Lombok 
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dipengaruhi oleh dua hal yakni provider driven dan customer driven. Dalam percepatan 

pengembangan pariwisata tersebut, perlu adanya consesnsus di kalangan stakeholders 

yakni terutama akademisi, pemerintah, industri dan masyarakat. Namun, dengan 

mengadopsi keberhasilan pasar dari pariwisata halal di Singapura, internal marketing 

dalam lingkungan pariwisata di Indonesia khususnya di Lombok masih lebih efektif 

daripada external marketing. 

 
 
 

 

5.2. Rekomendasi 
 

 

Terdapat beberapa rekomendasi dari pelaksanaan penelitian pariwisata halal yakni: 
 

 

1. Kebijakan produk halal dalam membentuk halal sebagai icon pariwisata 

daripada mengejar pasar pariwisata halal. 

 
2. Penguatan tata kelola (halal corner + conventional corner). 

 
 

3. Program sosialisasi pariwisata halal secara internal dan berkelanjutan. 
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LAMPIRAN 
 
 
 

 

Lampiran 1. Persuratan dan administrasi pada Focus Group Discussion (FGD) 
 

A. FGD Padang  
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B. FGD Aceh  
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C. FGD Singapura  
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Lampiran 2. Concert Form Peserta FGD  
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Lampiran 3. Dokumentasi Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) 
 

A.  Pariwisata halal di NTB  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 7. Islamic Centre di Mataram 
 

B.  Pelaksanaan FGD di Aceh  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 8. Foto bersama pelaksanaan FGD di Dinas Pariwisata Aceh 
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Gambar 9. Pelaksanaan FGD di Dinas Pariwisata Aceh 
 
 

 

C.  Pelaksanaan Observasi destinasi pariwisata halal dan FGD di Padang  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 10. Persiapan dan pelaksanaan FGD di Padang 
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Gambar 11. Kegiatan FGD di Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 12. Kegiatan foto berasama peneliti dengan peserta FGD (undangan) 
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Gambar 13. Kunjungan ke Masjid Raya Sumatera Barat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 14. Kunjungan ke Pantai Padang 
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D.  Destinasi Pariwisata Halal di Makassar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 15. Masjid 99 Kubah dan Pantai Losari  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 16. Masjid Raya Makassar 
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Gambar 17. Promosi pariwisata halal di Makassar oleh Dinas Pariwisata dan instansi terkait 
 
 

 

E. Pelaksanaan Observasi dan FGD di Singapura  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 18. Pesiapan dan registrasi peserta FGD di Singapura  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 19. Pelaksanaan kegiatan FGD di Singapura dipimpin oleh Pak Fazal Bahrer 

dari Crescent Moon Rating Singapore 
 

148 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 20. Makan siang di Hotel Landmark tempat pelaksanaan FGD yang telah sertifikasi 

Halal oleh MUIS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 21. Kunjungan ke destinasi wisata Halal, Kampoeng Glam, Singapura  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 22. Masjid Sultan yang merupakan masjid berstandar ISO di Kampoeng Glam, 

Singapura 
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Lampiran 4. Materi Presentasi FGD di Padang, Sumatera Barat  
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Lampiran 5. Presentasi Penelitian Institusi  
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